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Abstrak

Ekonomi biru sering dipromosikan sebagai strategi pembangunan yang memanfaatkan laut untuk
pertumbuhan, pekerjaan, pangan, energi, transportasi, pariwisata, bioteknologi, dan investasi. Namun,
istilah ini mengandung ketegangan mendasar. Apabila ekonomi biru hanya memperluas produksi laut,
menambah pelabuhan, meningkatkan armada, membuka kawasan industri pesisir, atau mengejar investasi
tanpa batas ekologis, ia dapat menjadi label baru bagi ekonomi ekstraktif. Sebaliknya, ekonomi biru yang
benar-benar berkelanjutan harus menjaga, memulihkan, dan meregenerasi ekosistem yang menjadi basis
seluruh aktivitas ekonomi. Artikel ini menganalisis ekonomi biru Indonesia melalui perspektif ekologi,
ekonomi politik, manajemen sumber daya, keadilan sosial, tata ruang laut, pembiayaan, dan transformasi
struktural. Pembahasan mencakup perikanan tangkap, akuakultur, mangrove, lamun, terumbu karang, pulau
kecil, pelabuhan, transportasi, pariwisata, energi laut, bioteknologi, sampah plastik, pertambangan laut,
karbon biru, dan adaptasi perubahan iklim. Artikel membedakan pertumbuhan ekonomi laut, ekonomi biru
berkelanjutan, ekonomi restoratif, dan ekonomi regeneratif. Eksploitasi terjadi ketika stok ikan, habitat,
ruang pesisir, dan daya dukung diperlakukan sebagai sumber daya tanpa batas; regenerasi terjadi ketika
kebijakan ekonomi memperbaiki kemampuan ekosistem menghasilkan jasa, memperkuat ketahanan sosial,
serta mengembalikan manfaat kepada masyarakat lokal dan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia,
peluang ekonomi biru sangat besar karena luas wilayah laut, keanekaragaman hayati, posisi perdagangan,
serta jutaan rumah tangga yang bergantung pada pesisir. Namun peluang tersebut dibatasi penangkapan
berlebih, illegal fishing, konflik ruang, polusi dari daratan, degradasi terumbu, hilangnya mangrove,
sedimentasi, ketimpangan rantai nilai, rendahnya perlindungan nelayan, dan fragmentasi tata kelola. Artikel
mengusulkan model transformasi yang menempatkan integritas ekosistem sebagai modal inti,
menggunakan tata ruang laut berbasis ekosistem, mengembangkan hak serta kelembagaan masyarakat,
memperbaiki rantai nilai, memperluas pembiayaan restorasi, dan menerapkan indikator yang melampaui
produksi. Peta jalan 2026-2035 diarahkan pada laut yang sehat, produktif, inklusif, rendah karbon, serta
mampu memulihkan dirinya. Tujuan akhirnya adalah ekonomi maritim yang tumbuh karena ekosistem
pulih, bukan tumbuh dengan menghabiskan ekosistem.

Kata Kunci

ekonomi biru; regenerasi ekosistem; perikanan berkelanjutan; tata ruang laut; karbon biru; masyarakat
pesisir; pembiayaan biru; keanekaragaman hayati; Indonesia; IBM-ASMI

Ringkasan Eksekutif

Ekonomi laut tidak otomatis ekonomi biru. Aktivitas yang berlangsung di laut dapat meningkatkan PDB
sekaligus menurunkan stok ikan, merusak habitat, dan memindahkan biaya kepada masyarakat pesisir.
Ekonomi biru mensyaratkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis berjalan bersama.
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UNEP menempatkan ekonomi biru berkelanjutan pada batas ekologis, manfaat yang adil, teknologi bersih,
energi terbarukan, aliran material sirkular, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem. Integritas
ekosistem bukan sektor tambahan, tetapi fondasi ekonomi.

World Bank mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan
untuk pertumbuhan, mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem. Definisi ini
menegaskan bahwa pertumbuhan dan kesehatan laut tidak dapat dipisahkan.

Indonesia memerlukan pergeseran dari indikator produksi menuju indikator stok, habitat, nilai tambah
lokal, kualitas pekerjaan, ketahanan iklim, dan distribusi manfaat. Tonase ikan atau jumlah wisatawan tidak
cukup untuk menilai keberhasilan.

Perikanan tangkap harus bergerak dari perlombaan mengejar volume menuju pengelolaan berbasis stok,
hak, kuota, musim, wilayah, dan pengawasan. Nelayan kecil memerlukan kepastian akses, keselamatan,
pembiayaan, serta posisi tawar.

Akuakultur dapat mengurangi tekanan tangkap dan menciptakan pendapatan, tetapi dapat pula
menimbulkan penyakit, polusi, konflik lahan, dan ketergantungan pakan. Daya dukung, lokasi, biosekuriti,
serta circularity menjadi syarat.

Mangrove, lamun, dan terumbu karang menyediakan perlindungan pantai, nursery ground, karbon, wisata,
dan identitas. Restorasi tidak boleh berhenti pada jumlah bibit; keberhasilan dinilai dari fungsi ekologi dan
hak masyarakat.

Ekonomi regeneratif laut memerlukan whole-of-government governance, koordinasi darat-laut,
pembiayaan nature-positive, tata ruang, data, partisipasi, dan mekanisme penghentian proyek yang
melewati daya dukung.
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1. Pendahuluan: Ekonomi Laut atau Ekonomi Biru?

Ekonomi laut menghitung aktivitas, ekonomi biru menilai kualitas. Dalam konteks 1. pendahuluan:
ekonomi laut atau ekonomi biru?, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas.
Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi
indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang
ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Pertumbuhan dapat menyembunyikan degradasi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Laut memiliki batas ekologis. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh
izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Manfaat harus adil antarkelompok dan generasi. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data
stok, arus, iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-
hatian dan pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme
koreksi harus masuk desain.

Regenerasi menjadi tahap lebih tinggi. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

2. Konsep Ekonomi Biru, Berkelanjutan, dan Regeneratif

Definisi beragam dan dapat disalahgunakan. Dalam konteks 2. konsep ekonomi biru, berkelanjutan, dan
regeneratif, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat
naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut
tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa
dekade berikutnya.

Sustainable blue economy menggabungkan ekonomi, sosial, dan ekologi. Ekonomi biru yang bertanggung
jawab memperlakukan ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki
nilai di luar harga pasar. Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran
pendapatan. Penyusutan modal alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Restorasi memperbaiki kerusakan. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
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menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Regenerasi membangun kemampuan pulih. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok,
arus, iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian
dan pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Batas planet menjadi kerangka. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

3. Laut sebagai Modal Alam dan Infrastruktur Kehidupan

Laut memberi pangan, iklim, perlindungan, dan budaya. Dalam konteks 3. laut sebagai modal alam dan
infrastruktur kehidupan, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai
produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi
indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang
ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Jasa ekosistem sering tidak dihargai. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

PDB mencatat produksi, bukan penyusutan stok. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar
dapat memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat
adat menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Natural capital accounting diperlukan. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Nilai intrinsik tetap melampaui harga. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.
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Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery

4. Ekonomi Politik Eksploitasi Laut

Rente dan izin membentuk kepentingan. Dalam konteks 4. ekonomi politik eksploitasi laut, perbedaan
antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak
ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah
stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Manfaat terkonsentrasi, biaya tersebar. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Korporasi, negara, dan masyarakat memiliki posisi berbeda. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat.
Pelaku besar dapat memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta
masyarakat adat menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan
pembagian manfaat merupakan syarat legitimasi.

Data dan akses menentukan pengaruh. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Capture dapat melemahkan konservasi. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.
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5. Perikanan Tangkap dan Batas Biologis

Stok ikan bersifat dapat pulih tetapi terbatas. Dalam konteks 5. perikanan tangkap dan batas biologis,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Overcapacity mendorong overfishing. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Data stok dan effort penting. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh
izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Pengelolaan harus adaptif. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim, dan
interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan
adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi harus masuk
desain.

Nilai lebih penting daripada volume. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery

6. Nelayan Kecil, Hak Akses, dan Keadilan

Nelayan kecil tergantung wilayah lokal. Dalam konteks 6. nelayan kecil, hak akses, dan keadilan, perbedaan
antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak
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ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah
stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Konflik dengan armada besar terjadi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Hak akses perlu jelas. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh izin,
pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Keselamatan dan pembiayaan lemah. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Rantai nilai menentukan pendapatan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

7. Akuakultur dan Daya Dukung

Budidaya memberi pangan dan pekerjaan. Dalam konteks 7. akuakultur dan daya dukung, perbedaan antara
aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan
ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok,
habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Kepadatan berlebih menimbulkan penyakit. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Pakan serta limbah menjadi masalah. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Lokasi harus sesuai daya dukung. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.
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Integrated multi-trophic systems menjanjikan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada
mengurangi kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun,
kompleksitas terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

8. Mangrove sebagai Infrastruktur Ekologis

Mangrove melindungi pantai dan menyimpan karbon. Dalam konteks 8. mangrove sebagai infrastruktur
ekologis, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat
naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut
tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa
dekade berikutnya.

Konversi menghilangkan banyak fungsi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Restorasi memerlukan hidrologi. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Masyarakat menentukan keberlanjutan. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Valuasi perlu masuk keputusan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?
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Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan
Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi
Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery

9. Lamun, Terumbu Karang, dan Jasa Ekosistem

Lamun dan karang mendukung ikan serta wisata. Dalam konteks 9. lamun, terumbu karang, dan jasa
ekosistem, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat
naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut
tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa
dekade berikutnya.

Panas dan pencemaran mempercepat degradasi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Restorasi memiliki batas. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh
izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Perlindungan tekanan lebih utama. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Monitoring ekologi penting. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

10. Pulau Kecil dan Kerentanan

Pulau kecil memiliki daya dukung rendah. Dalam konteks 10. pulau kecil dan kerentanan, perbedaan antara
aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan
ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok,
habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.
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Air, sampah, energi, dan ruang terbatas. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Perubahan iklim meningkatkan risiko. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Pariwisata dapat melewati kapasitas. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Ekonomi harus sesuai skala. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

11. Tata Ruang Laut Berbasis Ekosistem

Banyak sektor bersaing atas ruang. Dalam konteks 11. tata ruang laut berbasis ekosistem, perbedaan antara
aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan
ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok,
habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Marine spatial planning mengatur trade-off. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Data ekologis dan sosial perlu digabung. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Hak masyarakat harus dipetakan. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Tata ruang harus adaptif. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
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produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery

12. Pelabuhan, Pelayaran, dan Logistik Hijau-Biru

Pelabuhan menghubungkan ekonomi nasional. Dalam konteks 12. pelabuhan, pelayaran, dan logistik hijau-
biru, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik
ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Emisi dan polusi perlu dikurangi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Dredging memengaruhi habitat. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Green port dan shore power membantu. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Efisiensi logistik mengurangi tekanan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
eckonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.
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Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

13. Pariwisata Bahari dan Overtourism

Wisata dapat membiayai konservasi. Dalam konteks 13. pariwisata bahari dan overtourism, perbedaan
antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak
ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah
stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Jumlah berlebih merusak daya tarik. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Carrying capacity perlu diterapkan. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Manfaat lokal harus diperbesar. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Sertifikasi tidak boleh simbolik. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

14. Sampah Plastik dan Ekonomi Sirkular Laut

Sampah berasal terutama dari daratan. Dalam konteks 14. sampah plastik dan ekonomi sirkular laut,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Pembersihan laut bukan solusi utama. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.
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Desain produk dan EPR diperlukan. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Nelayan dapat berpartisipasi. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Pasar material daur ulang penting. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

15. Polusi Darat-Laut dan Tata Kelola DAS-Pesisir

Aktivitas darat memengaruhi pesisir. Dalam konteks 15. polusi darat-laut dan tata kelola das-pesisir,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Limbah, sedimentasi, dan nutrien menumpuk. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Silo kelembagaan menghambat. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

DPSIR membantu diagnosis. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Koordinasi DAS-pesisir wajib. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.
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Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

16. Energi Laut dan Transisi Energi

Laut menyediakan angin, arus, gelombang, dan panas. Dalam konteks 16. energi laut dan transisi energi,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Teknologi memiliki biaya dan risiko. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Lokasi dapat konflik dengan perikanan. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Kajian ekologi diperlukan. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim, dan
interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan
adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi harus masuk
desain.

Energi pulau memerlukan solusi terdesentralisasi. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada
mengurangi kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun,
kompleksitas terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

17. Bioteknologi Laut dan Bioprospeksi

Keanekaragaman laut memberi molekul dan bahan. Dalam konteks 17. bioteknologi laut dan bioprospeksi,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Riset dan manfaat perlu adil. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem sebagai
modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan harus
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menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus dicatat
sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Akses sumber genetik harus diatur. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Hak masyarakat dan pengetahuan lokal penting. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data
stok, arus, iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-
hatian dan pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme
koreksi harus masuk desain.

Konservasi adalah investasi pengetahuan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

18. Pertambangan Laut dan Prinsip Kehati-hatian

Mineral laut menarik secara ekonomi. Dalam konteks 18. pertambangan laut dan prinsip kehati-hatian,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Dampak dasar laut belum dipahami penuh. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Kerusakan dapat irreversibel. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh
izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Precautionary principle diperlukan. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Alternatif material dan recycling perlu dinilai. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada
mengurangi kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun,
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kompleksitas terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

19. Karbon Biru, lIklim, dan Adaptasi

Mangrove serta lamun menyimpan karbon. Dalam konteks 19. karbon biru, iklim, dan adaptasi, perbedaan
antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak
ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah
stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Pasar karbon dapat memberi dana. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Additionality dan permanence penting. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Adaptasi masyarakat pesisir lebih luas. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Nature-based solutions perlu hak. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery
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20. Pembiayaan Biru dan Risiko Greenwashing

Investasi membutuhkan definisi serta taksonomi. Dalam konteks 20. pembiayaan biru dan risiko
greenwashing, perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi
dapat naik ketika lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator
tersebut tidak menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi
beberapa dekade berikutnya.

Blue bond dapat membiayai proyek. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Label tidak menjamin dampak. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

MRV serta safeguard penting. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Blended finance harus additional. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas

Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery
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21. Kelembagaan, Data, dan Pengawasan

Ekonomi biru lintas kementerian dan daerah. Dalam konteks 21. kelembagaan, data, dan pengawasan,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Data laut mahal dan terfragmentasi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem
sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan
harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus
dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Pengawasan memerlukan teknologi serta masyarakat. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku
besar dapat memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta
masyarakat adat menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan
pembagian manfaat merupakan syarat legitimasi.

Hukum harus konsisten. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim, dan
interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan
adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi harus masuk
desain.

Koordinasi whole-of-government diperlukan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada
mengurangi kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun,
kompleksitas terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

22. Studi Kasus Analitis

Kasus menunjukkan trade-off nyata. Dalam konteks 22. studi kasus analitis, perbedaan antara aktivitas
ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan ditangkap,
pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok, habitat,
dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Kondisi lokal sangat berbeda. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan ekosistem sebagai
modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar. Kebijakan harus
menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal alam harus dicatat
sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Pelajaran perlu diadaptasi. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh
izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.
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Bukti ekologis dan sosial digabung. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Keberhasilan dinilai jangka panjang. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

23. Indikator Ekonomi Biru Regeneratif

PDB laut tidak cukup. Dalam konteks 23. indikator ekonomi biru regeneratif, perbedaan antara aktivitas
ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan ditangkap,
pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok, habitat,
dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Stok, habitat, pekerjaan, dan distribusi penting. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Indikator harus spasial. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat memperoleh izin,
pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat menanggung
kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian manfaat merupakan
syarat legitimasi.

Data partisipatif dapat melengkapi. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus,
iklim, dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Dashboard mendorong akuntabilitas. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi
kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas
terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekologi Apakah stok dan habitat pulih? | Biomassa, luas, kualitas
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Ekonomi Apakah nilai tambah Income, productivity
berkelanjutan?

Sosial Siapa menerima manfaat? Share lokal, pekerjaan

Tata kelola Apakah keputusan inklusif? Hak, partisipasi

Ketahanan Apakah sistem tahan shock? Diversitas, recovery

24, Peta Jalan Indonesia 2026-2035

Fondasi data dan hak perlu dibangun. Dalam konteks 24. peta jalan indonesia 2026-2035, perbedaan antara
aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika lebih banyak ikan
ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak menunjukkan apakah stok,
habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade berikutnya.

Restorasi dan pengelolaan stok dipercepat. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Pembiayaan dialihkan nature-positive. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Rantai nilai lokal diperkuat. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim, dan
interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan
adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi harus masuk
desain.

Evaluasi adaptif dilakukan. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada mengurangi kerusakan.
Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun, kompleksitas terumbu,
produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi
menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

25. Kesimpulan: Dari Mengambil menuju Memulihkan

Eksploitasi menurunkan modal alam. Dalam konteks 25. kesimpulan: dari mengambil menuju memulihkan,
perbedaan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan harus dibuat jelas. Nilai produksi dapat naik ketika
lebih banyak ikan ditangkap, pantai dibangun, atau kawasan dibuka, tetapi indikator tersebut tidak
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menunjukkan apakah stok, habitat, dan kohesi sosial masih mampu menopang ekonomi beberapa dekade
berikutnya.

Regenerasi memperbaiki kemampuan produksi. Ekonomi biru yang bertanggung jawab memperlakukan
ekosistem sebagai modal produktif sekaligus komunitas kehidupan yang memiliki nilai di luar harga pasar.
Kebijakan harus menilai perubahan stok dan fungsi, bukan hanya aliran pendapatan. Penyusutan modal
alam harus dicatat sebagai biaya pembangunan, bukan dianggap gratis.

Pertumbuhan harus tunduk pada batas. Distribusi manfaat menjadi pertanyaan pusat. Pelaku besar dapat
memperoleh izin, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, sedangkan nelayan kecil serta masyarakat adat
menanggung kehilangan ruang atau degradasi. Keadilan prosedural, pengakuan hak, dan pembagian
manfaat merupakan syarat legitimasi.

Keadilan menentukan legitimasi. Pengelolaan laut selalu menghadapi ketidakpastian. Data stok, arus, iklim,
dan interaksi spesies tidak sempurna. Karena dampak dapat irreversibel, prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan adaptif lebih tepat daripada menunggu kepastian total. Monitoring dan mekanisme koreksi
harus masuk desain.

Indonesia dapat memimpin ekonomi biru tropis. Ekonomi regeneratif melangkah lebih jauh daripada
mengurangi kerusakan. Investasi diarahkan untuk memulihkan hidrologi mangrove, tutupan lamun,
kompleksitas terumbu, produktivitas perikanan, kualitas air, serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses penyembuhan ekosistem.

Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap menggabungkan integritas ekosistem, nilai tambah, pekerjaan
layak, ketahanan, serta fairness. Sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi mengurangi daya
dukung tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi biru berkelanjutan.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Penutupan Musiman Perikanan Gurita

Penutupan sementara pada spesies cepat tumbuh dapat meningkatkan ukuran tangkapan dan pendapatan
ketika masyarakat memiliki aturan serta pengawasan. Pelajaran utamanya adalah bahwa tidak mengambil
untuk sementara dapat menghasilkan nilai yang lebih besar.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 2: Restorasi Mangrove Berbasis Hidrologi
Penanaman bibit gagal bila aliran air dan elevasi tidak sesuai. Restorasi harus mengembalikan proses

ekologi, memastikan tenurial, serta memberi manfaat ekonomi lokal seperti perikanan dan wisata.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 3: Destinasi Wisata Terumbu

Pertumbuhan wisata melebihi kapasitas tambat, sampah, dan air. Kuota, zonasi, tarif konservasi, sertifikasi
operator, serta manfaat komunitas diperlukan agar pendapatan tidak merusak aset utama.
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Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 4: Akuakultur Udang Intensif
Produksi tinggi memberi devisa tetapi dapat menghilangkan mangrove, mencemari air, dan menghadapi
penyakit. Sistem tertutup, lokasi tepat, biosekuriti, serta kewajiban restorasi menjadi syarat.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 5: Pelabuhan dan Padang Lamun
Pengembangan pelabuhan meningkatkan konektivitas tetapi pengerukan merusak habitat. Appraisal harus
membandingkan lokasi, desain, offset yang kredibel, dan biaya kehilangan jasa ekosistem.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 6: Sampah Plastik Pesisir
Aksi bersih pantai meningkatkan kesadaran tetapi tidak menghentikan aliran. EPR, layanan sampah, desain
kemasan, dan pengendalian sungai memberikan dampak sistemik.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 7: Blue Carbon Community Project
Proyek karbon mangrove dapat membiayai konservasi, tetapi hak karbon, baseline, permanence, dan
pembagian pendapatan perlu jelas agar tidak menyingkirkan masyarakat.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 8: Kawasan Konservasi dan Nelayan
Kawasan konservasi yang ditetapkan tanpa konsultasi dapat memindahkan beban. Zonasi partisipatif, akses
tradisional, mata pencaharian, dan enforcement yang adil meningkatkan hasil.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,

termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Kasus 9: Bioprospeksi Organisme Laut

Riset menemukan molekul potensial, tetapi manfaat dapat keluar tanpa kontribusi lokal. Access and benefit
sharing, kapasitas riset, dan konservasi habitat diperlukan.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.
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Kasus 10: Tambang Pasir Laut
Ekstraksi memberi bahan serta pendapatan, tetapi dapat memicu abrasi, kekeruhan, dan konflik. Cumulative
impact, traceability, alternatif material, dan moratorium lokasi sensitif perlu dipertimbangkan.

Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi biru perlu menilai dampak sepanjang ruang dan waktu,
termasuk biaya yang dialihkan kepada masyarakat lain serta generasi berikutnya.

Pendalaman Konseptual dan Manajerial

A. Dari Sustainability menuju Regeneration

Sustainability sering dimaknai mempertahankan kondisi dan mengurangi dampak. Dalam banyak
ekosistem laut, kondisi awal sudah terdegradasi sehingga pengurangan dampak tidak cukup. Regenerasi
bertujuan meningkatkan fungsi, kompleksitas, dan kapasitas pulih.

Regenerasi memerlukan target ekologis yang positif: bertambahnya habitat, biomassa, kualitas air,
konektivitas, dan diversitas. Target ekonomi kemudian disusun agar mendukung target tersebut.

Prinsip ini mengubah keputusan investasi. Proyek tidak hanya diwajibkan meminimalkan kerusakan, tetapi
berkontribusi pada pemulihan neto yang dapat diverifikasi.

Namun klaim net-positive rentan greenwashing. Offset tidak dapat mengganti habitat unik atau kerusakan
irreversibel. Hierarki mitigasi tetap: hindari, minimalkan, pulihkan, lalu kompensasi.

Regenerasi juga sosial. Komunitas harus memiliki kapasitas, hak, dan pendapatan yang memungkinkan

mereka merawat ekosistem.

B. Common-Pool Resources dan Collective Action

Ikan dan ruang laut memiliki karakter common-pool: sulit mengecualikan dan penggunaan satu pihak
mengurangi pihak lain. Tanpa aturan, perlombaan menangkap dapat terjadi.

Privatisasi bukan satu-satunya solusi. Hak komunitas, co-management, kuota, wilayah adat, dan negara
dapat dikombinasikan. Desain bergantung skala serta mobilitas sumber daya.

Aturan yang efektif memiliki batas jelas, monitoring, sanksi bertahap, forum konflik, serta pengakuan
otoritas. Pengetahuan lokal meningkatkan.

Teknologi pengawasan membantu tetapi legitimasi sosial tetap penting. Enforcement yang hanya
menghukum nelayan kecil sementara pelanggaran besar lolos akan gagal.

Collective action memerlukan manfaat nyata. Rantai nilai serta akses pasar harus memperkuat kepatuhan.
C. Maximum Sustainable Yield dan Keterbatasannya

MSY mencoba menentukan tangkapan maksimum yang dapat dipertahankan. Konsep berguna, tetapi
bergantung model, data, dan asumsi. Ekosistem multi-spesies serta iklim membuat ketidakpastian besar.

Pengelolaan yang menargetkan tepat MSY dapat terlalu berisiko karena error. Buffer dan reference points
lebih aman.
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Tujuan sosial juga berbeda: profit maksimum, pekerjaan, pangan, dan konservasi dapat menghasilkan
tingkat tangkap berbeda.

Harvest control rule yang telah disepakati mengurangi keputusan ad hoc. Data baru digunakan untuk
penyesuaian.

Nelayan perlu dilibatkan agar effort dan praktik lapangan tercatat.

D. Rights-Based Fisheries dan Keadilan

Hak tangkap dapat mengurangi race to fish dan memberi horizon panjang. Namun alokasi awal menentukan
siapa mendapat aset berharga. Konsentrasi kuota dapat menyingkirkan nelayan kecil.

Hak dapat berupa individual, komunitas, territorial use, atau cooperative. Batas transfer dan reservasi untuk
skala kecil dapat menjaga pluralitas.

Hak harus disertai kewajiban data, compliance, habitat, dan fee. Negara tetap pemegang amanah sumber
daya publik.

Traditional rights dan gender perlu diakui. Perempuan sering berperan pascapanen tetapi tidak tercatat.

Evaluasi harus melihat income, concentration, dan ecological outcome.

E. Marine Protected Areas dan Ekonomi

Kawasan konservasi dapat meningkatkan biodiversitas, spillover ikan, wisata, dan ketahanan. Manfaat
membutuhkan lokasi, ukuran, konektivitas, dan enforcement.

Paper park tidak memberi hasil. Pembiayaan operasi dan masyarakat diperlukan.

No-take zone dapat menimbulkan biaya jangka pendek. Compensation, alternative livelihood, dan phased
implementation meningkatkan fairness.

Target luas kawasan tidak sama dengan efektivitas. Representativeness serta management quality lebih
penting.

Kawasan konservasi merupakan investasi natural infrastructure, bukan tanah kosong.

F. Blue Carbon dan Integrity

Blue carbon menarik karena mangrove serta lamun menyimpan karbon tinggi dan memberi co-benefit.
Kredit dapat membiayai konservasi.

Perhitungan memerlukan baseline, leakage, additionality, permanence, dan uncertainty. Kerusakan akibat
badai atau perubahan kebijakan perlu buffer.

Hak lahan dan karbon harus jelas. Komunitas tidak boleh kehilangan akses karena proyek. Free, prior, and
informed participation diperlukan.

Harga karbon sering tidak menutup seluruh biaya. Blended finance dan public budget tetap penting.

Karbon tidak boleh menggeser biodiversitas dan mata pencaharian sebagai tujuan.
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G. Blue Finance dan Additionality

Blue finance mencakup bond, loan, fund, insurance, blended finance, dan payment for ecosystem services.
Label harus memiliki taksonomi serta penggunaan dana.

Additionality berarti pembiayaan menghasilkan perubahan yang tidak terjadi tanpa dukungan. Refinancing
proyek biasa tidak cukup.

Impact metric harus mencakup ekologis dan sosial, bukan hanya dana tersalurkan. Independent verification
membantu.

Risiko mata uang, proyek kecil, dan pendapatan tidak langsung membuat restorasi sulit dibiayai.
Aggregation serta guarantee dapat membantu.

Public finance perlu menanggung fungsi publik dan de-risking secara transparan.

H. Ocean Accounting
Ocean accounting menghubungkan luas dan kondisi ekosistem, jasa, serta aktivitas ekonomi. Akun
membantu melihat penyusutan modal alam.

Data spasial penting karena kondisi berbeda antarwilayah. Remote sensing perlu dilengkapi ground truth
dan pengetahuan lokal.

Monetary valuation berguna untuk perbandingan, tetapi tidak semua nilai dapat dimonetisasi. Akun fisik
tetap penting.

Akun harus masuk perencanaan, anggaran, dan appraisal. Jika hanya laporan statistik, dampaknya terbatas.
Indonesia dapat mengembangkan akun mangrove, lamun, karang, stok, serta pesisir secara bertahap.

l. Land-Sea Governance

Sebagian besar tekanan pesisir berasal dari daratan: limbah, sedimen, nutrien, plastik, dan perubahan aliran.
Tata kelola laut tidak dapat memecahkan sendiri.

DAS dan pesisir sering berada pada lembaga serta wilayah berbeda. Shared outcome dan financing
diperlukan.

Polluter pays harus diterapkan, tetapi informal settlements memerlukan layanan dan dukungan.

Nature-based solution di hulu dapat melindungi laut. Biaya dapat dibagi antara kota, industri, dan sektor
wisata.

DPSIR membantu melihat driver, pressure, state, impact, dan response secara terintegrasi.

J. Just Blue Transition

Transisi biru dapat menutup alat tangkap, membatasi zona, atau mengubah industri. Biaya tidak boleh hanya
ditanggung pekerja dan nelayan kecil.

Just transition mencakup dialog, income support, reskilling, alternative livelihood, social protection, dan
hak.

Pekerjaan baru harus layak, bukan sekadar jumlah. Seasonal dan informal workers perlu dicakup.
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Daerah yang bergantung sektor ekstraktif membutuhkan diversifikasi dan investasi.

Keadilan meningkatkan kepatuhan serta ketahanan kebijakan.

Lima Skenario Ekonomi Biru Indonesia 2035

Skenario 1: Ekspansi Ekstraktif Berlabel Biru

Produksi perikanan, tambang, pelabuhan, dan wisata tumbuh, tetapi stok serta habitat menurun. Manfaat
terkonsentrasi dan konflik meningkat.

Skenario 2: Konservasi Terpisah dari Ekonomi

Kawasan konservasi bertambah, tetapi kebijakan industri, daratan, dan investasi tetap merusak. Hasil
ekologis parsial.

Skenario 3: Ekonomi Biru Teknokratis
Data, zonasi, dan investasi membaik, tetapi masyarakat lokal kurang memiliki hak. Efisiensi naik namun
legitimasi lemah.

Skenario 4: Ekonomi Biru Inklusif namun Lambat
Co-management, nelayan kecil, dan restorasi berkembang, tetapi skala pembiayaan serta kapasitas terbatas.

Skenario 5: Ekonomi Biru Regeneratif

Kebijakan produksi, tata ruang, pembiayaan, dan sosial diarahkan pada pemulihan ekosistem. Nilai tambah
tumbuh bersama stok, habitat, dan kesejahteraan.

Balanced Scorecard Ekonomi Biru Regeneratif

Perspektif Tujuan Indikator Risiko

Ekologi Pulih dan resilien Habitat, stok, kualitas Degradasi

Ekonomi Nilai tambah Income, productivity Volume bias
berkelanjutan

Sosial Manfaat adil Share lokal, gender Displacement

Iklim Rendah karbon dan Emisi, protection Maladaptation
adaptif

Tata ruang Konflik terkelola Compliance, overlap Capture

Pembiayaan Nature-positive Additional capital Bluewashing

Pengetahuan Adaptive Data, review Uncertainty

Governance Accountable Participation, Fragmentation

enforcement
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Dua Puluh Lima Indikator Ekonomi Biru Regeneratif

1. Biomassa dan status stok ikan.
. Fishing mortality dan effort.
. Luas dan kondisi mangrove.

. Tutupan serta kompleksitas terumbu.

2

3

4

5. Luas dan kondisi padang lamun.

6. Kualitas air pesisir.

7. Beban sampabh serta nutrien ke laut.
8. Luas kawasan efektif terlindungi.
9. Konektivitas habitat.

10. Emisi sektor maritim.

11. Karbon tersimpan dan risiko kehilangan.
12. Pendapatan bersih nelayan kecil.

13. Pangsa nilai tambah yang tinggal lokal.
14. Pekerjaan layak dan keselamatan.

15. Partisipasi perempuan dan kelompok adat.
16. Kepastian hak akses.

17. Konsentrasi kuota serta izin.

18. Proporsi komoditas bersertifikat kredibel.
19. Kerugian pascapanen.

20. Tingkat sirkularitas material.

21. Pembiayaan restorasi tambahan.

22. Kepatuhan tata ruang laut.

23. Waktu penyelesaian konflik.

24. Kualitas dan keterbukaan data.

25. Kecepatan pemulihan pascashock.

Peta Jalan 2026-2035

Tahap 1: Baseline, Hak, dan Koordinasi (2026-2027)

Bangun akun ekosistem, data stok, peta hak, sumber polusi, dan koordinasi whole-of-government.
Identifikasi wilayah kritis serta konflik.
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Tahap 2: Reformasi Pengelolaan dan Pengawasan (2026-2029)

Perkuat harvest control, co-management, traceability, pengawasan armada, dan sanksi proporsional.
Lindungi nelayan kecil.

Tahap 3: Restorasi Skala Lanskap Laut (2027-2031)

Pulihkan mangrove, lamun, karang, dan DAS-pesisir berdasarkan proses ekologi. Hubungkan dengan
pekerjaan lokal serta adaptasi.

Tahap 4: Transformasi Rantai Nilai (2027-2032)

Kurangi kehilangan, tingkatkan cold chain, processing, quality, branding, serta posisi tawar. Pertumbuhan
berasal dari nilai, bukan effort.

Tahap 5: Blue Finance Berintegritas (2028-2033)

Bangun taksonomi, MRV, pipeline, aggregation, guarantee, dan benefit sharing. Larang label tanpa
outcome.

Tahap 6: Regenerative Ocean Economy (2031-2035)
Integrasikan akun alam, anggaran, tata ruang, iklim, investasi, dan indikator kesejahteraan. Scale program
yang terbukti.

Dua Belas Rekomendasi Prioritas

Pertama, bedakan secara resmi ocean economy dan sustainable blue economy.
Kedua, gunakan kesehatan ekosistem sebagai syarat investasi.
Ketiga, kelola perikanan berdasarkan stok, hak, dan adaptive rules.
Keempat, lindungi akses serta posisi tawar nelayan kecil.

Kelima, terapkan carrying capacity pada akuakultur dan wisata.
Keenam, integrasikan tata kelola darat, DAS, pesisir, dan laut.
Ketujuh, prioritaskan perlindungan sebelum offset serta restorasi.
Kedelapan, kembangkan ocean accounts dalam perencanaan.
Kesembilan, bangun blue finance dengan additionality dan safeguard.
Kesepuluh, perkuat marine spatial planning partisipatif.

Kesebelas, jadikan just transition bagian kebijakan.

Keduabelas, ukur keberhasilan dari regenerasi, bukan volume.

Implikasi bagi IBM-ASMI
IBM-ASMI dapat mengembangkan konsentrasi Blue Economy Management yang menggabungkan
strategi, operasi, supply chain, pembiayaan, tata kelola, komunikasi, serta natural capital.

Halaman 31



Ekonomi Biru: Antara Eksploitasi Laut dan Regenerasi Ekosistem

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Mahasiswa perlu belajar bahwa bisnis laut bergantung pada stok serta jasa ekosistem. Analisis kelayakan
harus memasukkan carrying capacity, climate risk, hak masyarakat, dan biaya restorasi.

Laboratorium ekonomi biru dapat menggunakan studi pelabuhan, perikanan, wisata, sampah, dan
mangrove. Mahasiswa menyusun business model yang menghasilkan nilai dan pemulihan.

Riset PLS-SEM dapat menilai pengaruh blue capability, environmental governance, community
participation, dan innovation terhadap sustainability performance.

IBM-ASMI dapat bekerja sama dengan UMKM pesisir dalam branding, traceability, cold chain, digital
market, dan financial literacy.

Kurikulum etika bisnis perlu membahas bluewashing, benefit sharing, bioprospeksi, dan intergenerational
justice.

Kampus dapat mengembangkan Blue Economy Observatory yang memantau indikator ekonomi, sosial,
dan ekologis Indonesia.

Lulusan yang dibutuhkan adalah manajer yang mampu menghubungkan pasar dengan batas ekologi serta
kepentingan masyarakat.

Glossarium

Akuakultur: Budidaya organisme perairan dalam kondisi yang dikelola.
Blue carbon: Karbon yang diserap dan disimpan ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun.

Blue economy: Penggunaan sumber daya perairan untuk manfaat ekonomi dan sosial dengan menjaga
kesehatan ekosistem.

Blue finance: Pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan ekonomi laut yang berkelanjutan.
Bluewashing: Penggunaan label biru tanpa perubahan dampak yang memadai.

Carrying capacity: Batas tekanan atau aktivitas yang dapat ditanggung sistem.
Co-management: Pengelolaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
DPSIR: Kerangka driver-pressure-state-impact-response.

Ecosystem-based management: Pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan seluruh komponen
ekosistem.

EPR: Tanggung jawab produsen atas siklus hidup produk dan limbahnya.
Harvest control rule: Aturan yang menghubungkan status stok dengan tingkat tangkap.

Integrated multi-trophic aquaculture: Budidaya beberapa organisme yang memanfaatkan aliran nutrien
satu sama lain.

Marine spatial planning: Proses pengaturan penggunaan ruang laut secara terintegrasi.
Maximum sustainable yield: Tangkapan maksimum teoritis yang dapat dipertahankan.

Natural capital: Stok alam yang menghasilkan jasa serta manfaat.
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Ocean accounting: Pencatatan kondisi ekosistem dan aktivitas ekonomi laut secara terpadu.
Precautionary principle: Prinsip kehati-hatian ketika risiko serius ada meski bukti belum lengkap.
Regeneration: Proses meningkatkan kembali kemampuan sistem ekologis serta sosial untuk pulih.
Restorasi ekosistem: Upaya memperbaiki struktur, fungsi, dan proses ekosistem.

Traceability: Kemampuan menelusuri asal dan perjalanan produk.

Additionality: Dampak tambahan yang tidak terjadi tanpa intervensi atau pembiayaan.

Benefit sharing: Pembagian manfaat ekonomi, sosial, atau pengetahuan secara adil.

No-take zone: Zona yang melarang pengambilan sumber daya.

Overfishing: Penangkapan yang melebihi kemampuan stok pulih.

Just transition: Transisi yang melindungi pekerja dan masyarakat terdampak.
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Catatan Kontekstual Indonesia

Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Edisi 2 menempatkan ekonomi biru sebagai jalur menuju ekonomi
maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, dengan kesehatan serta ketahanan ekosistem dan manfaat
antargenerasi sebagai tujuan.
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Kerangka UNEP menegaskan pendekatan whole-of-government, pembagian manfaat yang adil,
pengurangan dampak, serta regenerasi ekosistem yang telah rusak. Ini menolak pemisahan antara kebijakan
ekonomi dan kebijakan konservasi.

ASEAN mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi laut
serta sumber daya pesisir yang berkelanjutan, resilien, dan inklusif untuk pertumbuhan berbagai sektor.

Artikel ini tidak menganggap semua investasi laut sebagai ekonomi biru. Klasifikasi harus didasarkan pada
hasil ekologis, sosial, dan ekonomi yang dapat diverifikasi.

Penutup Reflektif

Laut bukan ruang kosong yang menunggu dieksploitasi. Ia adalah sistem hidup yang mengatur iklim,
menghasilkan pangan, melindungi pantai, menyimpan karbon, dan membentuk kebudayaan. Ekonomi
harus dibangun di dalam batas sistem tersebut.

Pertumbuhan ekonomi laut dapat berjalan bersama kerusakan bila ukuran hanya produksi. Ekonomi biru
menuntut pembukuan yang mengakui penyusutan stok, kehilangan habitat, polusi, dan biaya sosial.

Regenerasi mengubah orientasi dari berapa banyak yang dapat diambil menjadi bagaimana pengambilan
menjaga kemampuan laut menghasilkan kembali. Ini bukan anti-ekonomi, tetapi strategi produktivitas
jangka panjang.

Keadilan menjadi unsur inti karena masyarakat pesisir paling bergantung pada ekosistem dan paling awal
merasakan kerusakan. Hak, partisipasi, dan pembagian manfaat menentukan keberhasilan.

Indonesia memiliki modal ekologis laut yang luar biasa, tetapi modal tersebut tidak tak terbatas. Kebijakan
yang menghabiskannya untuk pertumbuhan jangka pendek akan mewariskan utang ekologis.

Teknologi, data, dan pembiayaan membuka peluang, tetapi tidak menggantikan tata kelola. Sensor tidak
menyelesaikan conflict, bond tidak menjamin additionality, dan sertifikat tidak mengganti ekosistem sehat.

Pelabuhan, perikanan, wisata, energi, dan bioteknologi tetap dapat berkembang. Syaratnya adalah
kompatibilitas dengan daya dukung, perencanaan ruang, serta kontribusi pada pemulihan.

Ekonomi biru regeneratif menempatkan masyarakat sebagai co-manager dan entrepreneur, bukan sekadar
penerima kompensasi. Pengetahuan lokal dan science perlu bertemu.

IBM-ASMI dapat berkontribusi dengan membentuk manajer yang memahami bahwa strategi maritim tidak
hanya tentang pasar, tetapi juga ekosistem, hak, risiko, dan masa depan.

Pada akhirnya, kemakmuran maritim Indonesia tidak akan diukur dari seberapa cepat laut dieksploitasi,
melainkan dari kemampuan bangsa menjaga laut tetap hidup sambil meningkatkan kesejahteraan.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan. IBM-
ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia. Pembahasan menggunakan literatur dan
perkembangan yang tersedia sampai Agustus 2026.
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Pendalaman Lanjutan: Transformasi Ekonomi Biru Indonesia

A. Perikanan sebagai Sistem Sosio-Ekologis

Perikanan bukan hanya interaksi antara kapal dan ikan, melainkan sistem yang mencakup stok, habitat,
cuaca, pengetahuan, pasar, kredit, budaya, aturan, dan rumah tangga. Kebijakan yang hanya mengatur alat
tangkap akan gagal bila utang, harga, dan rantai nilai mendorong nelayan meningkatkan effort. Pendekatan
sosio-ekologis melihat hubungan sebab akibat secara utuh.

Ketahanan rumah tangga nelayan bergantung pada diversifikasi pendapatan, tabungan, asuransi, akses
kesehatan, serta fleksibilitas musim. Ketika satu-satunya sumber pendapatan adalah menangkap, penutupan
musim menjadi beban berat. Social protection perlu menjadi bagian fisheries management, bukan program
terpisah.

Sistem pengumpulan data perlu menggabungkan logbook, sampling pelabuhan, vessel monitoring, pasar,
dan pengetahuan nelayan. Data sempurna tidak mungkin, tetapi triangulasi dapat memperbaiki keputusan.
Transparansi asumsi serta ketidakpastian penting agar aturan dipercaya.

Pengelolaan juga harus mempertimbangkan perubahan distribusi ikan akibat pemanasan. Batas
administratif tidak selalu mengikuti pergerakan stok. Kerja sama antarwilayah dan adaptive allocation
diperlukan agar konflik tidak meningkat.

Keberhasilan sistem dinilai dari stok sehat, pendapatan stabil, keselamatan, compliance, dan kemampuan
menyerap shock. Jika hanya produksi meningkat, sistem dapat tampak berhasil sesaat sebelum runtuh.

B. Transformasi Rantai Nilai Perikanan

Rantai nilai perikanan Indonesia masih menghadapi kehilangan pascapanen, kualitas tidak konsisten, akses
dingin terbatas, margin pedagang tinggi, serta informasi harga yang timpang. Meningkatkan nilai tidak
selalu membutuhkan tangkapan lebih besar; pengurangan kehilangan dan peningkatan mutu dapat
menaikkan pendapatan dengan tekanan ekologis lebih rendah.

Cold chain harus dirancang sesuai skala. Infrastruktur besar yang jauh dari pelabuhan kecil dapat tidak
terpakai. Solusi modular, energi terbarukan, dan koperasi dapat lebih tepat. Biaya operasi serta maintenance
perlu dihitung sejak awal.

Traceability memberi akses pasar dan membedakan produk legal berkelanjutan. Namun sistem digital tidak
boleh membebani nelayan kecil dengan biaya dan administrasi berlebihan. Intermediary, cooperative, atau
pemerintah dapat membantu pengumpulan data.

Certification dapat memberi premium, tetapi tidak selalu. Diversifikasi pasar domestik dan public
procurement dapat menciptakan permintaan produk berkelanjutan. Branding wilayah serta cerita komunitas
meningkatkan value.

Perempuan berperan besar pada pengolahan dan perdagangan. Program peningkatan nilai harus mencakup

akses modal, teknologi, keamanan kerja, serta kepemilikan usaha perempuan.

C. Transformasi Akuakultur

Akuakultur akan menjadi sumber pangan semakin penting, tetapi ekspansi tanpa perencanaan dapat
mengulang krisis perikanan tangkap. Daya dukung badan air, kualitas benih, biosekuriti, pakan, obat, dan
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limbah menentukan keberlanjutan. Zoning harus mencegah kepadatan yang meningkatkan risiko penyakit
bersama.

Pakan merupakan faktor utama biaya serta jejak ekologis. Penggunaan fishmeal dari perikanan tidak
berkelanjutan memindahkan tekanan. Riset bahan alternatif, efisiensi feed conversion, dan circular by-
products menjadi prioritas.

Sistem integrated multi-trophic aquaculture menggabungkan ikan, rumput laut, dan kerang untuk
memanfaatkan nutrien. Tidak semua lokasi cocok, tetapi pendekatan ekosistem dapat mengurangi limbah
serta mendiversifikasi pendapatan.

Asuransi penyakit dan cuaca dapat meningkatkan ketahanan, tetapi membutuhkan data serta standard.
Tanpa risk management, petambak kecil terjebak utang setelah wabah. Extension service perlu kuat.

Akuakultur regeneratif perlu memberi kontribusi positif, misalnya restorasi kerang penyaring, rumput laut,
atau sistem yang mengurangi nutrien. Klaim harus diverifikasi melalui monitoring.

D. Rumput Laut dan Bioekonomi Pesisir

Rumput laut memiliki peluang sebagai pangan, hydrocolloid, pupuk, bioplastik, kosmetik, dan bahan
industri. Indonesia memiliki keunggulan wilayah, tetapi nilai tambah sering berada pada pengolahan
lanjutan. Kebijakan perlu mengembangkan quality, research, logistics, dan industri domestik.

Budidaya rumput laut relatif rendah input, tetapi tetap menghadapi penyakit, perubahan suhu, bibit, konflik
ruang, dan sampah. Seleksi lokasi serta diversifikasi varietas meningkatkan resilience.

Koperasi dapat memperkuat posisi tawar dan quality control. Contract farming perlu transparan mengenai
harga, grade, dan risiko. Digital market memberi informasi tetapi bukan pengganti organisasi.

Riset penggunaan rumput laut untuk pengurangan metana, material, dan biorefinery menjanjikan, namun
harus menghindari hype. Life-cycle assessment diperlukan untuk menilai energi, transportasi, dan limbah.

Bioekonomi rumput laut dapat menjadi contoh ekonomi biru regeneratif bila produksi menjaga kualitas air,
menyediakan habitat, serta meningkatkan pendapatan lokal.

E. Pelabuhan sebagai Hub Regeneratif

Pelabuhan biasanya dinilai melalui throughput, waktu tunggu, dan biaya logistik. Pelabuhan regeneratif
menambahkan emisi, kualitas air, habitat, limbah kapal, hubungan kota, dan manfaat masyarakat. la bukan
hanya lebih efisien, tetapi memperbaiki lingkungan sekitarnya.

Shore power, bahan bakar lebih bersih, elektrifikasi alat, dan optimasi kapal mengurangi emisi. Investasi
perlu mengikuti ukuran dan pola trafik agar tidak menjadi aset tidak terpakai.

Dredging serta reklamasi harus melalui cumulative impact, bukan studi proyek tunggal. Sedimen dapat
mengandung kontaminan dan disposal memerlukan kontrol. Habitat avoidance selalu lebih baik daripada
kompensasi.

Pelabuhan dapat menjadi pusat circularity: penerimaan limbah kapal, recycling, cold chain, energi, serta
traceability. Governance harus mencegah illegal dumping.

Keterhubungan pelabuhan dengan komunitas perlu diperbaiki melalui pekerjaan, UMKM, ruang publik,
dan perlindungan nelayan. Port-city dialogue mengurangi konflik.
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F. Pelayaran Rendah Karbon

Pelayaran merupakan tulang punggung perdagangan dan konektivitas kepulauan. Dekarbonisasi
menghadapi pilihan bahan bakar seperti methanol, ammonia, hydrogen, biofuel, dan electrification untuk
rute pendek. Setiap opsi memiliki supply, safety, dan lifecycle impact.

Efisiensi operasional melalui slow steaming, routing, hull maintenance, dan digitalization dapat memberi
pengurangan cepat. Namun efisiensi dapat diimbangi pertumbuhan volume, sehingga target absolut tetap
diperlukan.

Kapal kecil dan pelayaran rakyat memerlukan solusi berbeda dari kapal internasional. Program pembaruan
armada perlu mempertimbangkan keselamatan, pembiayaan, dan akses teknologi.

Green shipping corridor dapat menghubungkan pelabuhan, fuel supplier, shipowner, dan cargo owner.
Risiko permintaan perlu dibagi agar investasi berjalan.

Dekarbonisasi tidak boleh mengurangi konektivitas daerah terpencil. Public service obligation serta subsidi
perlu diarahkan pada layanan yang efisien dan bersih.

G. Pariwisata Bahari Regeneratif

Pariwisata regeneratif bertujuan meninggalkan destinasi lebih baik daripada sebelum kunjungan.
Wisatawan, operator, pemerintah, dan komunitas berkontribusi pada konservasi, budaya, dan ekonomi
lokal. Ini berbeda dari eco-label yang hanya mengurangi plastik.

Daya dukung harus mencakup ekologi, air, sampah, transportasi, sosial, dan pengalaman. Angka
pengunjung tidak dapat ditentukan sekali untuk selamanya; musim serta kondisi ekosistem perlu dipantau.

Revenue mechanism seperti conservation fee harus transparan dan kembali pada pengelolaan serta
komunitas. Jika biaya hanya masuk kas umum tanpa hasil, kepercayaan turun.

Local ownership meningkatkan multiplier. Lease, franchise, dan resort perlu menjaga akses publik serta
ruang hidup masyarakat. Tourism leakage harus diukur.

Operator dapat menggunakan citizen science, kode perilaku, mooring buoy, dan visitor education. Namun
penegakan terhadap pelanggaran tetap diperlukan.

H. Sampah Laut sebagai Kegagalan Sistem Material

Sampah laut bukan semata masalah perilaku individu. la muncul dari desain produk sekali pakai, layanan
pengumpulan yang kurang, pasar daur ulang lemah, kebocoran sungai, dan insentif. Solusi sistemik harus
bekerja dari hulu.

Extended Producer Responsibility mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada produsen, tetapi target
serta audit harus jelas. Skema collective responsibility berisiko free-rider jika data lemah.

Deposit-return dapat efektif pada kemasan tertentu. Desain perlu mempertimbangkan informal waste picker
agar tidak kehilangan mata pencaharian. Integrasi sosial menjadi bagian circularity.

Fishing gear yang hilang memerlukan marking, retrieval, port reception, dan incentive. Ghost gear memberi
dampak besar pada satwa. Program pengembalian harus mudah.
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Pembersihan tetap penting untuk lokasi hotspot dan edukasi, tetapi tidak boleh digunakan sebagai bukti
bahwa produksi serta kebocoran telah ditangani.

I. Perlindungan Pesisir Berbasis Alam

Pesisir menghadapi abrasi, banjir, gelombang, dan kenaikan muka laut. Infrastruktur keras dapat diperlukan
di lokasi tertentu, tetapi sering memindahkan erosi dan menghilangkan habitat. Nature-based solution
menggunakan mangrove, dune, reef, dan sediment process.

Hybrid solution menggabungkan alam dan engineering. Desain membutuhkan data gelombang,
sedimentasi, elevasi, serta penggunaan lahan. Penanaman tanpa kesesuaian geomorfologi akan gagal.

Benefit meliputi perlindungan, perikanan, karbon, dan wisata. Cost-benefit harus memasukkan co-benefit
dan uncertainty. Maintenance ekosistem berbeda dari beton.

Relokasi terencana mungkin diperlukan pada lokasi yang tidak dapat dipertahankan. Ini keputusan sosial
sulit dan memerlukan hak, kompensasi, identitas, serta mata pencaharian.

Adaptasi harus menghindari pembangunan baru pada zona risiko. Tata ruang dan izin merupakan instrumen
termurah jika diterapkan dini.

J. Ketahanan Pulau Kecil
Pulau kecil memiliki keterbatasan air tawar, lahan, energi, tenaga, dan pasar. Model pembangunan skala
besar dapat dengan cepat melewati kapasitas. Ekonomi biru harus menyesuaikan metabolism pulau.

Energi terbarukan, desalination efisien, rainwater harvesting, composting, dan circular material dapat
mengurangi ketergantungan. Namun teknologi memerlukan maintenance lokal.

Pariwisata, perikanan, dan transfer membuat ekonomi rentan. Diversifikasi ke jasa digital, rumput laut,
pengolahan, dan konservasi dapat memperluas pilihan.

Transportasi menentukan biaya serta akses. Kebijakan konektivitas perlu mempertimbangkan emisi dan
reliability, bukan hanya frekuensi.

Community planning sangat penting karena keputusan ruang langsung memengaruhi seluruh pulau. Batas
pembangunan harus dapat ditegakkan.

K. Bioprospeksi, Data Genetik, dan Keadilan

Organisme laut menyimpan informasi genetik yang dapat menghasilkan obat, enzim, pangan, dan material.
Nilai potensial besar, tetapi riset mahal serta hasil tidak pasti. Konservasi habitat menjaga option value bagi
masa depan.

Akses dan pembagian manfaat menjadi rumit ketika sampel berasal dari laut, koleksi, atau data digital.
Kerangka hukum perlu mengikuti perkembangan digital sequence information dan perjanjian internasional.

Institusi Indonesia perlu memperkuat koleksi, taxonomy, bioinformatics, dan partnership. Tanpa kapasitas,
negara hanya menjadi penyedia sampel.

Masyarakat lokal dapat memiliki pengetahuan tentang organisme dan penggunaan. Consent serta benefit
sharing harus menghormati kontribusi dan tidak mengeksploitasi.
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Etika bioprospeksi mencakup konservasi, transparansi, IP, keamanan biologis, dan akses hasil. Keuntungan
komersial bukan satu-satunya manfaat; capacity building serta data juga penting.

L. Deep-Sea Mining dan Governance Ketidakpastian

Dasar laut dalam memiliki ekosistem lambat tumbuh dan belum dipahami. Penambangan nodul atau
mineral dapat mengganggu sedimen, organisme, suara, dan proses karbon. Pemulihan mungkin
berlangsung sangat lama atau tidak terjadi.

Argumen kebutuhan mineral transisi perlu dibandingkan dengan recycling, substitution, efficiency, dan
dampak tambang darat. Permintaan bukan sesuatu yang tetap; kebijakan circular economy dapat
mengubahnya.

Precautionary pause dapat dibenarkan ketika risiko serius dan data terbatas. Beban pembuktian seharusnya
berada pada pihak yang mengusulkan aktivitas.

Benefit global dari wilayah di luar yurisdiksi nasional memerlukan pembagian serta governance. Technical
standard tidak dapat menggantikan pertanyaan etis.

Indonesia perlu membangun kapasitas ilmu laut dalam sebelum mengambil posisi investasi. Kepentingan
jangka panjang biodiversitas serta diplomasi perlu dipertimbangkan.

M. Blue Economy dan Ketahanan Pangan
Laut menyumbang protein, mikronutrien, dan pekerjaan. Namun orientasi ekspor komoditas bernilai tinggi

dapat mengurangi akses lokal. Kebijakan perlu menyeimbangkan devisa dan nutrition security.

Small pelagic fish sering bernilai gizi tinggi serta jejak lebih rendah. Pengolahan dan distribusi domestik
dapat meningkatkan konsumsi. Cold chain tidak hanya untuk ekspor.

Akuakultur species choice memengaruhi pakan dan akses. Sistem yang menghasilkan pangan terjangkau
perlu mendapat perhatian, bukan hanya komoditas premium.

Food loss di kapal, pelabuhan, pasar, dan rumah tangga mengurangi manfaat. Pengurangan kehilangan
merupakan strategi stok dan gizi sekaligus.

Keamanan pangan laut mencakup kontaminan, mikroplastik, harmful algal bloom, dan antibiotic.
Monitoring serta public communication diperlukan.

N. Gender dan Ekonomi Biru

Perempuan sering terlibat pada pengolahan, pemasaran, budidaya, pengumpulan kerang, administrasi
rumah tangga, dan konservasi, tetapi statistik cenderung fokus penangkap di kapal. Invisibilitas mengurangi
akses program serta keputusan.

Kredit, aset, perizinan, pelatihan, dan koperasi perlu dirancang inklusif. Penjadwalan serta childcare
memengaruhi partisipasi. Quota forum saja tidak cukup bila suara tidak didengar.

Risiko kerja dan kekerasan dalam rantai nilai perlu diakui. Safe workplace, grievance, dan perlindungan
sosial penting.

Perempuan memiliki pengetahuan spesifik tentang pascapanen, habitat dekat pantai, dan konsumsi.
Integrasi pengetahuan meningkatkan kebijakan.

Halaman 41



Ekonomi Biru: Antara Eksploitasi Laut dan Regenerasi Ekosistem

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Indikator ekonomi biru harus terpilah gender dan melihat kontrol atas pendapatan, bukan hanya jumlah
peserta.

0. Pendidikan, Riset, dan Literasi Laut

Ocean literacy membantu masyarakat memahami hubungan laut dengan iklim, pangan, ekonomi, dan
kehidupan. Negara kepulauan membutuhkan literasi laut sebagai bagian pendidikan umum, bukan hanya
jurusan kelautan.

Riset laut mahal dan memerlukan kapal, sensor, laboratorium, satelit, serta data. Shared infrastructure dan
open data dapat memperluas akses. Pendanaan jangka panjang diperlukan untuk time series.

Universitas daerah dan masyarakat dapat menjalankan citizen science untuk mangrove, karang, sampah,
dan hasil tangkap. Quality assurance serta feedback menjaga kredibilitas.

Kurikulum bisnis perlu mengintegrasikan natural capital, lifecycle, stakeholder, dan spatial planning.
Manajer ekonomi biru harus mampu membaca data ekologis serta sosial.

Komunikasi publik perlu menghindari romantisasi laut dan menunjukkan trade-off. Literasi yang baik
mendukung keputusan demokratis serta investasi bertanggung jawab.

Rancangan Indeks Regenerasi Ekonomi Biru Indonesia

Indeks dapat terdiri atas enam pilar: integritas ekosistem, produktivitas berkelanjutan, keadilan sosial,
ketahanan iklim, circularity, dan kualitas tata kelola. Setiap pilar menggunakan indikator fisik serta
institusional.

Integritas ekosistem mengukur status stok, kondisi habitat, kualitas air, konektivitas, dan recovery.
Indikator harus berbasis wilayah pengelolaan dan ekoregion, bukan hanya agregat nasional.

Produktivitas berkelanjutan mengukur nilai tambah per unit effort, kehilangan pascapanen, diversifikasi,
dan stabilitas pendapatan. Peningkatan volume yang disertai penurunan stok tidak memberi skor tinggi.

Keadilan sosial mengukur akses nelayan kecil, konsentrasi izin, gender, kerja layak, partisipasi, dan benefit
sharing. Outcome lebih penting dari jumlah program.

Ketahanan iklim mencakup emisi, natural protection, diversifikasi mata pencaharian, kesiapan bencana,
dan kecepatan pulih. Maladaptation mengurangi skor.

Circularity mengukur sampah, nutrient recovery, reuse gear, energi, serta material. Kualitas tata kelola
mengukur data, transparansi, enforcement, conflict resolution, dan policy coherence.

Indeks tidak menggantikan analisis lokal. Ia berfungsi dashboard serta pembanding tren. Metodologi dan
data harus terbuka, dengan ruang koreksi masyarakat.

IBM-ASMI dapat berkontribusi pada desain indikator bisnis, governance, value chain, dan komunikasi,
bekerja sama dengan lembaga kelautan serta komunitas.
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Kesimpulan Akhir yang Diperluas

Ekonomi biru merupakan pilihan mengenai hubungan manusia dengan laut. Pilihan pertama
memperlakukan laut sebagai frontier produksi baru; pilihan kedua memperlakukan laut sebagai sistem
hidup yang harus dipulihkan agar ekonomi dapat berlangsung.

Indonesia tidak perlu menolak pembangunan maritim. Pelabuhan, perikanan, wisata, energi, dan industri
dapat tumbuh. Namun pertumbuhan harus dibatasi oleh daya dukung dan diarahkan pada nilai tambabh,
bukan volume ekstraksi.

Regenerasi menyediakan kerangka yang lebih ambisius daripada sustainability minimal. Tujuan bukan
hanya mengurangi laju kerusakan, tetapi meningkatkan kembali stok, habitat, kualitas, ketahanan, dan
kapasitas masyarakat.

Keadilan merupakan syarat ekologis. Masyarakat yang memiliki hak, pendapatan, dan kepercayaan lebih
mampu merawat sumber daya. Kebijakan yang menyingkirkan mereka akan menghadapi konflik dan
ketidakpatuhan.

Pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan koordinasi lintas darat, sungai, pesisir, dan laut. Banyak
masalah laut dimulai jauh dari pantai, sehingga kementerian kelautan tidak dapat bekerja sendiri.

Data serta teknologi memperbaiki visibility, tetapi keputusan tetap politis dan etis. Siapa mendapat ruang,
siapa membayar restorasi, dan risiko apa yang diterima harus dibahas terbuka.

Blue finance dapat mempercepat, tetapi label harus dibuktikan additionality, integrity, dan benefit sharing.
Pembiayaan publik tetap diperlukan untuk jasa yang tidak menghasilkan arus kas langsung.

Indonesia memiliki peluang menjadi contoh ekonomi biru tropis yang menghubungkan biodiversitas,
budaya, masyarakat, dan industri. Keunggulan tersebut tidak dapat dibangun dengan meniru model
ekstraktif negara lain.

Peta jalan 2026-2035 harus dimulai dari baseline, hak, dan koordinasi, dilanjutkan pengelolaan stok,
restorasi, transformasi nilai, dan pembiayaan. Tahapan memberi ruang belajar serta koreksi.

Pada akhirnya, ekonomi biru yang berhasil adalah ekonomi di mana laut menjadi lebih sehat setelah
kegiatan ekonomi berlangsung, masyarakat pesisir lebih berdaya, dan generasi berikutnya menerima pilihan
yang lebih banyak, bukan lebih sedikit.
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Suplemen Komprehensif: Agenda Regenerasi Laut dari Hulu hingga
Samudra

1. Tata Kelola Perikanan Berbasis Wilayah

Wilayah pengelolaan perikanan perlu menjadi unit kebijakan yang menghubungkan stok, armada,
pelabuhan, pasar, habitat, dan pemerintah daerah. Pendekatan nasional yang seragam sering tidak sesuai
dengan karakter ekologi dan sosial setiap wilayah. Rencana pengelolaan perlu memiliki target stok, batas
effort, aturan musim, serta mekanisme respons ketika indikator berubah.

Koordinasi antarprovinsi penting karena kapal dan ikan bergerak melintasi batas. Tanpa forum bersama,
pembatasan satu daerah dapat digagalkan effort dari daerah lain. Mekanisme berbagi data, pembiayaan,
serta penyelesaian konflik perlu diinstitusikan.

Pelabuhan pendaratan menjadi titik data dan kontrol strategis. Infrastruktur timbang, inspeksi, logbook,
traceability, dan layanan harus tersedia. Pelabuhan yang terlalu tersebar tanpa kapasitas dapat menciptakan
celah pengawasan.

Pendapatan dari izin dan pemanfaatan perlu kembali sebagian pada pengelolaan wilayah, pengawasan,
sains, dan masyarakat. Jika manfaat fiskal tidak terlihat, dukungan lokal terhadap aturan menurun.

Pengelolaan wilayah harus dievaluasi secara periodik oleh panel ilmiah dan stakeholder. Ketika target
gagal, aturan diperbaiki, bukan mempertahankan rencana demi formalitas.

2. Pemberantasan IUU Fishing dan Keadilan Penegakan

[llegal, unreported, and unregulated fishing mengurangi stok, pendapatan negara, dan fairness bagi pelaku
patuh. Teknologi satelit, AIS, VMS, radar, dan analitik dapat meningkatkan deteksi, tetapi penegakan
memerlukan koordinasi penyidik, pelabuhan, pengadilan, dan negara mitra.

Unreported catch juga terjadi pada skala kecil karena sistem pencatatan tidak mudah atau manfaat tidak
jelas. Pendekatan harus membedakan kejahatan terorganisasi dengan keterbatasan administrasi.
Simplifikasi dan dukungan dapat meningkatkan pelaporan.

Transparansi pemilik kapal dan beneficial ownership mencegah pelaku bersembunyi di balik perusahaan.
Sanksi perlu menargetkan pemilik, operator, pembeli, dan pemberi pembiayaan sesuai peran.

Port state measures mencegah ikan ilegal masuk pasar. Traceability dan due diligence pembeli menciptakan
tekanan ekonomi. Namun persyaratan harus membantu nelayan kecil agar tidak dikeluarkan dari pasar.

Penegakan yang adil meningkatkan legitimasi. Jika kapal besar mendapat perlakuan ringan sementara
nelayan kecil dihukum keras, kebijakan konservasi akan dipandang sebagai alat kekuasaan.

3. Reformasi Subsidi Perikanan

Subsidi bahan bakar, kapal, alat, dan kredit dapat membantu mata pencaharian, tetapi subsidi yang
meningkatkan kapasitas pada stok tertekan memperburuk overfishing. Reformasi harus membedakan
subsidi berbahaya, netral, dan bermanfaat.
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Penghapusan mendadak dapat menurunkan pendapatan dan memicu konflik. Transisi dapat mengalihkan
dukungan ke keselamatan, data, cold chain, efisiensi, perlindungan sosial, dan restorasi. Tujuannya menjaga
manusia sambil mengurangi tekanan.

Data penerima diperlukan agar subsidi tidak dinikmati armada besar atau intermediary. Digitalisasi dapat
membantu tetapi memerlukan verifikasi serta akses bagi wilayah terpencil.

Subsidi hijau-biru perlu memiliki outcome. Bantuan alat hemat energi atau selective gear harus dievaluasi
pada tangkapan sampingan, biaya, dan stok. Distribusi alat tanpa monitoring dapat menjadi proyek
simbolik.

Reformasi yang kredibel memerlukan dialog dan kompensasi. Nelayan harus melihat jalur pendapatan yang
realistis, bukan hanya larangan.

4. Bycatch, Habitat, dan Teknologi Penangkapan

Tangkapan sampingan dapat melukai spesies dilindungi, juveniles, dan keseimbangan ekosistem. Selective
gear, time-area closure, pinger, hook design, dan handling protocol dapat mengurangi, tetapi efektivitas
tergantung perikanan.

Gear modification perlu dikembangkan bersama nelayan agar praktis dan tidak terlalu mahal. Uji coba serta
compensation mengurangi risiko adopsi. Inovasi top-down sering tidak digunakan.

Data observer, electronic monitoring, dan fisher self-report dapat digabung. Privacy serta penggunaan data
perlu jelas agar tidak menimbulkan ketakutan.

Habitat-impacting gear seperti trawl pada area sensitif memerlukan zonasi atau larangan. Seafloor habitat
pulih lambat dan memberi fungsi nursery serta karbon.

Pasar dapat memberi insentif produk rendah bycatch, tetapi claim perlu standar. Konsumen tidak dapat
memeriksa sendiri, sehingga certification dan traceability berperan.

5. Perlindungan Spesies dan Ekonomi Lokal

Penyu, mamalia laut, hiu, pari, burung, dan spesies lain memiliki nilai ekologis, budaya, serta wisata.
Perlindungan dapat menimbulkan biaya bagi nelayan ketika gear dibatasi atau tangkapan dilepas. Cost
sharing diperlukan.

Compensation berbasis bukti, insurance, atau payment for stewardship dapat mendukung. Program harus
mencegah moral hazard dan mudah diakses. Community monitoring memberi pekerjaan serta data.

Wildlife tourism dapat memberi alternatif, tetapi harus memiliki jarak, kuota, dan code. Wisata yang
mengejar interaksi dekat dapat mengganggu perilaku dan kesehatan satwa.

Penegakan perdagangan ilegal membutuhkan kerja sama customs, platform, dan masyarakat. Demand
reduction penting selain patroli.

Keberhasilan perlindungan dinilai dari populasi serta coexistence, bukan hanya jumlah kasus. Keterlibatan
masyarakat lokal menentukan.

Halaman 45



Ekonomi Biru: Antara Eksploitasi Laut dan Regenerasi Ekosistem

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

6. Restorasi Terumbu Karang

Restorasi karang melalui nursery, transplantation, substrate, dan assisted techniques dapat membantu lokasi
tertentu, tetapi skalanya kecil dibanding ancaman pemanasan, polusi, dan destructive fishing. Perlindungan
penyebab utama tetap prioritas.

Pemilihan spesies serta genotipe perlu menjaga diversity dan adaptasi. Menggunakan sedikit clone dapat
mengurangi resilience. Monitoring survival, growth, reproduction, dan ecosystem function diperlukan.

Restorasi sering didorong wisata atau CSR. Pembiayaan ini berguna, tetapi target tidak boleh hanya jumlah
fragmen. Biaya per hektare dan permanence harus dilaporkan.

Komunitas penyelam, nelayan, dan operator dapat menjadi steward. Pelatihan serta standar mencegah
praktik yang justru merusak. Citizen science membantu time series.

Climate refugia dan connectivity perlu dipertimbangkan dalam prioritas. Tidak semua lokasi layak
dipulihkan dengan metode sama.

7. Restorasi Lamun

Padang lamun sering kurang terlihat dibanding mangrove dan karang, padahal penting bagi ikan, dugong,
sediment stability, kualitas air, dan karbon. Kerusakan berasal dari jangkar, pengerukan, kekeruhan, polusi,
dan reklamasi.

Restorasi lamun sulit bila kualitas air serta sediment tidak diperbaiki. Transplantasi tanpa mengurangi
tekanan akan gagal. Mooring management dan watershed control merupakan bagian proyek.

Mapping dengan drone, satelit, dan survey lapangan perlu diperbarui. Seasonal variation dan species
composition memengaruhi interpretasi.

Masyarakat dapat mengembangkan wisata, perikanan, dan carbon project, tetapi akses tradisional harus
dijaga. Lamun bukan ruang kosong untuk zonasi eksklusif.

Indikator harus mencakup coverage, density, diversity, carbon, serta fungsi fauna. Survival bibit saja tidak
cukup.

8. Restorasi Mangrove dan Ekonomi Desa

Restorasi mangrove paling berhasil ketika akar masalah hidrologi, tenurial, dan livelihood diselesaikan.
Penanaman di mudflat yang secara alami bukan mangrove dapat merusak ekosistem lain. Site suitability
harus menjadi syarat.

Desa dapat mengelola nursery, patroli, wisata, madu, perikanan, serta produk nonkayu. Diversifikasi
memberi insentif, tetapi commercial use tidak boleh menekan fungsi.

Perempuan dan kelompok marginal perlu terlibat dalam hak serta usaha, bukan hanya tenaga tanam.
Benefit-sharing transparan mencegah elite capture.

Pembiayaan karbon atau CSR perlu menanggung pemeliharaan bertahun-tahun. Kontrak satu musim
mendorong fokus jumlah bibit. Outcome hidrologi dan survival jangka panjang lebih penting.

Restorasi harus terhubung tata ruang schingga area tidak dikonversi kembali. Kepastian hukum adalah
bagian investasi.
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9. Tata Kelola Reklamasi Pesisir

Reklamasi menciptakan lahan dan nilai properti, tetapi mengubah arus, sedimentasi, habitat, akses, dan
mata pencaharian. Analisis proyek tunggal dapat gagal melihat cumulative effect sepanjang teluk atau
pantai.

Alternatif lokasi, densifikasi kota, brownfield, dan kebutuhan riil harus dibandingkan. Reklamasi bukan
solusi otomatis bagi keterbatasan lahan. Public interest test diperlukan.

Nelayan serta masyarakat terdampak membutuhkan informasi, partisipasi, dan remedy. Compensation
finansial tidak selalu mengganti hilangnya budaya, akses, dan jaringan sosial.

Environmental impact assessment harus menggunakan data yang memadai dan independent review.
Ketidakpastian serta worst-case perlu dibuka.

Jika proyek disetujui, monitoring, adaptive management, performance bond, dan liability harus jelas.
Pengembang menanggung biaya kerusakan yang dapat diatribusikan.

10. Tambang Pasir dan Sedimen

Pasir merupakan material penting bagi konstruksi, namun ekstraksi laut dapat mengubah morfologi, abrasi,
kekeruhan, habitat bentik, serta perikanan. Dampak tergantung lokasi, kedalaman, volume, dan dinamika
sediment.

Permintaan perlu dikelola melalui recycling construction material, desain efisien, dan sumber alternatif.
Kebijakan yang hanya mengatur supply tidak menyelesaikan tekanan.

Traceability material penting agar proyek publik tidak menggunakan pasir ilegal. Procurement dapat
meminta asal serta audit.

Royalty tidak mengganti kerusakan jika nilai jasa ekosistem lebih besar. Cumulative impact dan no-go zone
untuk habitat kritis perlu ditetapkan.

Community monitoring serta grievance membantu deteksi. Namun keputusan membutuhkan hydrographic
science dan enforcement.

11. Perencanaan Kota Pesisir

Kota pesisir berada pada pertemuan urbanisasi, pelabuhan, industri, wisata, permukiman, dan ekosistem.
Drainase, wastewater, sampah, land subsidence, dan sea-level rise saling memperkuat. Blue economy
membutuhkan urban reform.

Ruang sempadan, wetland, dan mangrove perlu dilindungi sebagai infrastruktur. Pembangunan di zona
rendah menciptakan liability. Building code dan zoning harus mengikuti risk.

Wastewater treatment memberi manfaat kesehatan dan laut. Pembiayaan dapat menggunakan tariff, budget,
dan polluter pays, dengan perlindungan rumah tangga miskin.

Waterfront revitalization dapat meningkatkan nilai properti tetapi memicu displacement. Inclusionary
planning serta akses publik perlu.

Kota perlu blue-green network yang menghubungkan sungai, pantai, ruang terbuka, dan habitat. Ini
meningkatkan adaptasi dan kualitas hidup.
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12. Ekonomi Biru dan Kesehatan Masyarakat
Laut sehat mendukung gizi, udara, rekreasi, dan perlindungan, sedangkan polusi menimbulkan penyakit,
seafood contamination, dan injury. Health impact harus masuk appraisal ekonomi biru.

Harmful algal blooms dipengaruhi nutrien, suhu, dan kondisi air. Monitoring serta early warning
melindungi nelayan, wisatawan, dan konsumen. Closure sementara harus disertai dukungan.

Mikroplastik dan kontaminan memerlukan riset serta komunikasi hati-hati. Ketidakpastian tidak berarti
mengabaikan sumber polusi. Prevention tetap rasional.

Keselamatan kerja nelayan, penyelam, pekerja pelabuhan, dan akuakultur sering lemah. Training, alat,
cuaca, insurance, dan emergency response adalah bagian pekerjaan layak.

Blue space dapat memberi manfaat mental dan rekreasi, tetapi akses pantai sering terprivatisasi. Public
access merupakan isu keadilan kesehatan.

13. Teknologi Digital untuk Ekonomi Biru
Satelit, sensor, Al, blockchain, e-logbook, dan platform pasar dapat memperbaiki data, traceability,
prediksi, serta akses. Namun teknologi tidak netral; desain menentukan siapa menguasai data dan manfaat.

Nelayan kecil menghadapi perangkat, sinyal, biaya, dan literasi. Solusi offline, shared device, serta support
perlu. Digital requirement tanpa bantuan dapat mengecualikan.

Platform market dapat mengurangi perantara tetapi juga menciptakan fee dan ketergantungan. Data
portability, contract fairness, dan collective bargaining relevan.

Al prediksi fishing ground dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbesar effort pada stok.
Teknologi harus terhubung aturan pengelolaan.

Data governance perlu menetapkan ownership, privacy, access, quality, dan public interest. Data komunitas

tidak boleh diekstraksi tanpa benefit.

14. Asuransi dan Pembiayaan Risiko Pesisir
Bencana, penyakit, cuaca, gagal panen, dan kerusakan aset membuat pelaku pesisir rentan. Asuransi dapat
mempercepat pemulihan, tetapi basis data dan affordability menjadi tantangan.

Parametric insurance membayar berdasarkan trigger seperti angin atau gelombang. la cepat tetapi
menghadapi basis risk ketika kerugian tidak sesuai trigger. Desain lokal diperlukan.

Insurance premium dapat dikaitkan praktik risk-reduction, tetapi jangan menghukum masyarakat miskin
yang tinggal di lokasi berisiko karena sejarah. Public subsidy dan adaptation support diperlukan.

Nature-based insurance dapat mengakui perlindungan mangrove atau karang. Namun metodologi harus
kuat. Revenue asuransi dapat membiayai maintenance ekosistem.

Financial literacy dan grievance penting. Produk rumit dapat merugikan jika peserta tidak memahami
exclusions.
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15. Blue Bonds dan Utang Publik

Blue bond memungkinkan pemerintah atau perusahaan menghimpun dana untuk proyek laut. Investor
membutuhkan use-of-proceeds, eligibility, reporting, dan verification. Label tidak mengubah kewajiban
membayar utang.

Proyek restorasi sering tidak memiliki cash flow langsung. Utang harus dibayar dari sumber fiskal atau
revenue lain. Kelayakan fiskal perlu dinilai agar konservasi tidak menjadi beban tersembunyi.

Sustainability-linked bond menggunakan KPI, tetapi target harus material dan ambisius. Penalty kecil dapat
membuat instrumen hanya pemasaran.

Aggregation memungkinkan proyek komunitas kecil masuk portfolio, tetapi biaya transaksi dan benefit
sharing harus jelas. Intermediary tidak boleh mengambil manfaat berlebihan.

Transparansi ex-post penting: dana, lokasi, output, outcome, dan masalah. Independent evaluation
memperkuat kredibilitas Indonesia di pasar.

16. Pembiayaan Restorasi Berbasis Hasil

Results-based finance membayar ketika outcome terverifikasi, misalnya habitat pulih atau kualitas air
membaik. Model ini mendorong fokus hasil, tetapi organisasi kecil mungkin tidak mampu menanggung
biaya awal.

Advance payment, milestone, dan guarantee dapat menyeimbangkan. Risiko perubahan iklim serta faktor
di luar kontrol perlu dibagi secara adil.

Outcome ekologis memerlukan waktu panjang dan counterfactual sulit. Kontrak harus mengakui
uncertainty dan tidak mendorong manipulasi indikator.

Community organizations memerlukan capacity untuk monitoring, finance, dan negotiation. Donor perlu
membiayai institutional strengthening.

Pembiayaan berbasis hasil harus melengkapi core public funding, bukan mengganti tanggung jawab negara.

17. Koperasi dan Kepemilikan Lokal

Koperasi dapat mengagregasi produksi, membeli input, mengelola cold chain, melakukan pemasaran, dan
memperkuat suara. Keberhasilan tergantung governance, profesionalisme, dan trust.

Koperasi formal yang dibentuk proyek sering tidak hidup setelah bantuan. Keanggotaan, kebutuhan nyata,
modal, dan business discipline lebih penting dari jumlah badan hukum.

Transparansi harga dan pembagian surplus mencegah elite capture. Audit serta education anggota
diperlukan. Digital ledger dapat membantu bila sederhana.

Kepemilikan lokal pada wisata, budidaya, energi, dan restorasi meningkatkan multiplier serta stewardship.
Joint venture perlu memberi control nyata, bukan saham simbolik.

Koperasi dapat menjadi jembatan antara community rights dan pasar, tetapi memerlukan ekosistem bank,
penyuluh, serta regulation.
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18. Konflik Ruang dan Mekanisme Penyelesaian

Konflik ruang terjadi antara nelayan, konservasi, pelabuhan, energi, tambang, wisata, pertahanan, dan
permukiman. Peta formal sering tidak menangkap penggunaan musiman dan budaya. Participatory
mapping membantu.

Mekanisme penyelesaian harus tersedia sebelum izin final. Mediasi, hearing, grievance, dan appeal perlu
waktu serta authority. Kompensasi bukan satu-satunya opsi; redesign dan sharing space dapat.

Power asymmetry membuat konsultasi tidak setara. Dukungan legal serta teknis bagi masyarakat
diperlukan. Dokumen harus mudah dipahami.

Traditional and customary use harus diakui sesuai hukum. Absence of formal title tidak berarti absence of
rights atau dependence.

Keputusan dan alasan perlu dipublikasikan. Monitoring memastikan janji mitigasi serta pembagian manfaat
dijalankan.

19. Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah berada dekat dengan masyarakat dan dampak, tetapi kapasitas fiskal, teknis, serta
kewenangan bervariasi. Desentralisasi ekonomi biru perlu diikuti dukungan serta koordinasi nasional.

Provinsi dapat mengintegrasikan tata ruang, pelabuhan, perikanan, wisata, dan lingkungan. Kabupaten/kota
mengelola daratan, sampah, wastewater, dan ekonomi lokal. Pembagian kerja harus jelas.

PAD dapat mendorong izin berlebihan bila pendapatan jangka pendek dominan. Transfer serta incentive
dapat menghargai konservasi dan restorasi.

Data daerah perlu masuk sistem nasional, tetapi daerah juga membutuhkan akses dan kemampuan analisis.
Shared service serta universitas dapat membantu.

Inovasi daerah harus didokumentasikan dan dievaluasi agar dapat direplikasi. Ketergantungan pada kepala

daerah tertentu membuat program rapuh.

20. Diplomasi Laut dan Ekonomi Biru Regional

Laut melintasi batas negara melalui stok ikan, arus, polusi, pelayaran, dan iklim. Indonesia memerlukan
diplomasi regional untuk pengelolaan bersama, penegakan, riset, dan pasar.

ASEAN blue economy dapat mendorong standard, payment, tourism, marine debris, renewable energy, dan
capacity. Namun anggota memiliki kepentingan serta kapasitas berbeda. Agenda perlu bertahap.

Kerja sama Coral Triangle penting bagi biodiversity dan fisheries. Conservation financing serta community
network dapat diperkuat.

Illegal fishing dan labor abuse pada kapal memerlukan port, flag, market, dan labor cooperation. Satu
negara tidak dapat mengatasi jaringan global.

Indonesia dapat memimpin narasi ekonomi biru regeneratif tropis yang menggabungkan ekologi, keadilan,
dan pembangunan, bukan hanya ekspansi sektor.
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Dua Puluh Pertanyaan bagi Pengambil Keputusan Ekonomi Biru

1. Apakah kegiatan menjaga atau meningkatkan kondisi ekosistem?
. Apa baseline dan batas daya dukungnya?
. Siapa pemegang hak dan pengguna tradisional?

. Siapa memperoleh manfaat dan menanggung biaya?

2
3
4
5. Apakah ada alternatif lokasi atau desain yang lebih rendah dampak?
6. Apakah proyek meningkatkan tekanan kumulatif?

7. Bagaimana perubahan iklim memengaruhi kelayakan?

8. Apakah data cukup dan ketidakpastian diungkap?

9. Apakah prinsip kehati-hatian diterapkan?

10. Apakah perlindungan didahulukan sebelum offset?

11. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dan mengajukan keberatan?
12. Apakah manfaat lokal terukur?

13. Apakah pekerjaan layak dan aman?

14. Bagaimana hak perempuan serta kelompok adat?

15. Apakah pembiayaan benar-benar tambahan?

16. Bagaimana outcome dimonitor dan diverifikasi?

17. Siapa menanggung liability dan biaya pemulihan?

18. Apa mekanisme penghentian atau koreksi?

19. Apakah keputusan konsisten dengan tata ruang dan rencana stok?

20. Apakah generasi mendatang menerima modal alam yang lebih baik?

Penutup Definitif: Laut sebagai Mitra Pembangunan

Ekonomi konvensional sering memperlakukan laut sebagai pemasok input dan penerima limbah. Ekonomi
biru regeneratif mengubah hubungan itu: laut diperlakukan sebagai mitra pembangunan yang memiliki
proses, batas, dan kebutuhan pemulihan.

Perubahan paradigma ini tidak bersifat romantis. la didasarkan pada kenyataan bahwa semua industri laut
bergantung pada kesehatan ekosistem. Ketika habitat, stok, dan kualitas air runtuh, aset, pekerjaan, dan
penerimaan ikut hilang.

Indonesia perlu membangun institusi yang mampu menolak proyek ketika dampaknya tidak dapat diterima,
meskipun pendapatan jangka pendek menarik. Kemampuan mengatakan tidak merupakan bagian kapasitas
pembangunan.
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Pada saat yang sama, negara perlu menyediakan jalur ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Konservasi
tanpa pendapatan dan perlindungan sosial akan sulit bertahan. Rantai nilai dan hak menjadi bagian restorasi.

Pengelolaan stok serta habitat harus menggunakan science dan pengetahuan lokal. Keduanya bukan lawan.
Science memberi sistematisasi dan prediksi; pengetahuan lokal memberi detail, sejarah, serta legitimasi.

Pembiayaan harus mengikuti hierarki: anggaran publik untuk fungsi publik, private capital untuk bisnis
berkelanjutan, blended finance untuk risiko, dan grant untuk inovasi serta hak. Tidak semua jasa laut harus
dikomersialkan.

Evaluasi ekonomi biru harus berani mencatat kegagalan dan menghentikan program. Penanaman gagal,
kawasan kertas, teknologi tidak digunakan, atau bond tanpa dampak harus menjadi pelajaran, bukan
disembunyikan.

Kepemimpinan Indonesia dapat lahir dari pengalaman sebagai negara kepulauan tropis yang besar. Solusi
yang dikembangkan dapat relevan bagi banyak negara pesisir dan pulau kecil.

IBM-ASMI memiliki ruang untuk menjembatani manajemen dan ekologi, menghasilkan pemimpin yang
tidak hanya mampu menghitung keuntungan, tetapi memahami sumber kehidupan di balik keuntungan itu.

Pilihan strategis Indonesia jelas: terus memperbesar ekstraksi sampai modal alam menurun, atau
menggunakan aktivitas ekonomi untuk membiayai regenerasi. Ekonomi biru hanya bermakna bila memilih
jalan kedua.

Halaman 52



Ekonomi Biru: Antara Eksploitasi Laut dan Regenerasi Ekosistem

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Lampiran Analitis: Bidang-Bidang Prioritas Ekonomi Biru Regeneratif

A. Ekonomi Biru dan Ketahanan Nasional

Laut Indonesia merupakan jalur perdagangan, sumber pangan, ruang pertahanan, dan penyangga iklim.
Ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem serta kemampuan masyarakat pesisir.
Degradasi habitat, konflik ruang, dan ketergantungan impor dapat berubah menjadi risiko keamanan yang
memperbesar biaya negara.

Ketahanan pangan laut memerlukan stok sehat, distribusi domestik, cold chain, dan perlindungan nelayan.
Orientasi ekspor semata dapat meningkatkan devisa tetapi mengurangi akses gizi wilayah pesisir. Kebijakan
perlu melihat protein, mikronutrien, harga, dan ketahanan bencana secara terintegrasi.

Ketahanan energi kepulauan dapat diperkuat melalui energi surya, angin, arus, dan penyimpanan, tetapi
proyek harus sesuai skala dan kapasitas pemeliharaan. Sistem yang bergantung teknologi impor tanpa
teknisi lokal menciptakan kerentanan baru.

Ketahanan maritim juga memerlukan pengawasan, keselamatan, dan penegakan yang menjangkau wilayah
luas. Teknologi satelit serta drone membantu, tetapi armada, data, hukum, dan kerja sama regional tetap
diperlukan.

Pendekatan regeneratif memperkuat ketahanan karena ekosistem yang sehat menyediakan buffer terhadap
gelombang, badai, gagal panen, dan volatilitas. Restorasi merupakan investasi keamanan jangka panjang.

B. Ekonomi Biru dan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia

Wilayah timur memiliki keanekaragaman hayati, perikanan, pulau kecil, dan posisi strategis, tetapi
menghadapi biaya logistik, layanan, serta pasar. Ekonomi biru dapat memperluas kesempatan bila nilai
tambah dibangun lokal dan tidak hanya mengambil bahan mentah.

Infrastruktur perlu berskala tepat: pelabuhan perikanan, cold storage, energi, telekomunikasi, dan
transportasi yang terhubung kebutuhan. Proyek besar tanpa volume serta maintenance dapat menjadi aset
menganggur.

Kapasitas daerah, universitas, koperasi, dan penyuluh perlu diperkuat. Investasi fisik tanpa manusia serta
institusi menghasilkan ketergantungan pada kontraktor dan operator luar.

Hak adat dan penggunaan tradisional merupakan aset tata kelola. Pengakuan dapat mencegah konflik dan
memberi stewardship, tetapi harus terhubung dengan hukum, data, serta mekanisme adaptasi.

Pembangunan wilayah timur harus menghindari model enclave. Linkage dengan UMKM, jasa, pendidikan,
riset, dan pengolahan menentukan apakah ekonomi biru mengurangi ketimpangan antarwilayah.

C. Ekonomi Biru dan Papua

Papua memiliki pesisir, terumbu, mangrove, perikanan, serta budaya yang sangat beragam. Program
ekonomi biru harus berangkat dari antropologi pembangunan, hak masyarakat, dan karakter geografis,
bukan model seragam dari pusat.

Masyarakat pesisir memiliki aturan, wilayah, dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar co-management.
Pemetaan partisipatif serta pengakuan kelembagaan perlu dilakukan sebelum investasi dan zonasi.
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Konektivitas dan pasar dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga mempercepat eksploitasi. Infrastruktur
harus diikuti aturan stok, traceability, dan organisasi lokal agar nilai tidak keluar serta tekanan tidak
meningkat.

Pendidikan, kesehatan, keselamatan laut, dan layanan dasar adalah bagian ekonomi biru. Masyarakat tidak
dapat menjadi steward bila menghadapi kemiskinan, ketidakamanan, atau ketergantungan pada patron.

Papua dapat menjadi laboratorium ekonomi biru berbasis budaya dan biodiversitas, tetapi keberhasilan
memerlukan waktu, trust, serta kontrol masyarakat atas manfaat.

D. Ekonomi Biru dan Sulawesi Utara

Sulawesi Utara memiliki pelabuhan, perikanan, pariwisata bahari, kawasan konservasi, dan posisi menuju
Pasifik. Ekonomi biru dapat menghubungkan Bitung, Lembeh, Bunaken, pulau kecil, industri pengolahan,
dan penelitian dalam satu strategi regional.

Pelabuhan Bitung dapat berkembang sebagai hub logistik dan industri dengan standard hijau-biru. Efisiensi,
energi bersih, limbah, dredging, dan konektivitas UMKM perlu dikelola bersama, bukan dipisahkan.

Pariwisata Bunaken serta Lembeh bergantung pada kualitas terumbu, sampah, air, dan carrying capacity.
Revenue wisata perlu kembali pada konservasi dan masyarakat, bukan hanya operator eksternal.

Perikanan tuna serta pelagis memerlukan traceability, cold chain, labor standard, serta data stok. Nilai
tambah lokal dapat meningkat melalui processing dan branding tanpa memperbesar effort.

Danau, sungai, kota, serta laut terhubung melalui limbah dan sedimentasi. Tata kelola pesisir Sulawesi
Utara perlu memasukkan watershed, perkotaan, serta pertanian sebagai bagian ekonomi biru.

E. Ekonomi Biru dan Pendidikan Vokasi

Transformasi ekonomi biru membutuhkan teknisi cold chain, kapal, energi, akuakultur, laboratorium, data,
keselamatan, serta restorasi. Pendidikan vokasi perlu mengikuti kebutuhan wilayah dan industri, bukan
hanya kurikulum nasional yang umum.

Program apprenticeship dengan pelabuhan, koperasi, perusahaan, konservasi, dan pemerintah memberi
pengalaman nyata. Namun kerja magang harus aman, dibayar layak, dan memiliki learning outcome.

Keterampilan tradisional seperti membaca cuaca, kapal, pengolahan, dan ekologi lokal dapat diintegrasikan
dengan teknologi. Modernisasi tidak harus menghapus pengetahuan komunitas.

Sertifikasi kompetensi perlu diakui pasar, tetapi biaya tidak boleh mengecualikan. RPL dapat mengakui
pengalaman pekerja dan nelayan.

IBM-ASMI dapat mengembangkan modul manajemen vokasi biru yang menghubungkan entrepreneurship,
supply chain, digital marketing, finance, dan sustainability.

F. Ekonomi Biru dan Inovasi Bisnis

Inovasi bisnis biru mencakup produk, proses, organisasi, dan model pendapatan yang mengurangi tekanan
serta memperbaiki ekosistem. Contohnya pengurangan kehilangan ikan, mooring ramah terumbu, material
rumput laut, monitoring, dan wisata konservasi.
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Innovation challenge perlu menggunakan problem statement dari masyarakat serta pengelola, bukan
teknologi yang mencari masalah. Co-design meningkatkan relevansi dan adopsi.

Pilot harus memiliki baseline, indikator, serta kriteria scale. Keberhasilan teknis tidak cukup jika biaya
tinggi atau hak tidak jelas. Failure yang terdokumentasi memberi pengetahuan.

Intellectual property perlu seimbang dengan akses dan benefit sharing. Inovasi berbasis pengetahuan lokal
atau sumber genetik tidak boleh memindahkan nilai sepihak.

Incubator ekonomi biru dapat menyediakan mentoring, lab, data, izin, pembiayaan, dan pasar. Kriteria
selection harus memasukkan ecological integrity serta inclusion.

G. Ekonomi Biru dan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial dapat menghubungkan pendapatan dengan restorasi, waste collection, conservation
tourism, community monitoring, dan sustainable seafood. Model ini mengisi celah antara negara, pasar,
dan komunitas.

Misi sosial tidak otomatis menjamin dampak. Social enterprise tetap memerlukan governance,
measurement, dan financial viability. Ketergantungan grant dapat membuat program berhenti.

Blended revenue seperti penjualan produk, fee, kontrak pemerintah, carbon, serta donation dapat
memperkuat. Namun setiap sumber memiliki kewajiban dan risiko.

Kepemilikan komunitas serta profit-sharing meningkatkan legitimacy. Founder-centric model dapat
menciptakan ketergantungan. Succession dan institutionalization penting.

Impact investor perlu memahami waktu ekologis yang panjang. Target exit cepat dapat mendorong scale
sebelum sistem siap.

H. Ekonomi Biru dan Pengadaan Pemerintah

Pemerintah merupakan pembeli besar pangan, kapal, jasa, infrastruktur, serta teknologi. Pengadaan dapat
menciptakan permintaan produk laut berkelanjutan dan inovasi, sekaligus membatasi produk ilegal serta
merusak.

Kriteria sustainability harus terukur dan dapat dipenuhi UMKM. Persyaratan kompleks yang hanya mampu
perusahaan besar akan memperbesar konsentrasi. Dukungan sertifikasi serta lotting membantu.

Life-cycle cost perlu mengganti harga awal sebagai satu-satunya pertimbangan. Energi, maintenance,
limbah, dan liability sering menentukan biaya total.

Kontrak restorasi harus berbasis proses serta outcome, bukan jumlah bibit. Performance bond dan adaptive
milestone dapat digunakan.

Open contracting memungkinkan publik melihat vendor, pemilik, lokasi, perubahan, dan hasil. Ini
mengurangi bluewashing serta conflict of interest.

I. Ekonomi Biru dan Akuntansi Perusahaan

Perusahaan laut perlu mencatat ketergantungan serta dampak pada stok, habitat, air, karbon, dan
masyarakat. Laporan finansial tradisional sering tidak menangkap risiko ekologis sampai berubah menjadi
kerugian, izin, atau reputasi.
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Natural capital assessment membantu manajemen melihat dependency dan externality. Nilai monetisasi
berguna, tetapi indikator fisik serta threshold tetap diperlukan.

Provision dan liability untuk rehabilitasi, decommissioning, serta polusi harus realistis. Under-provision
memindahkan biaya ke publik dan generasi berikutnya.

Sustainability report perlu konsisten dengan data operasi serta izin. Claim net-positive harus didukung
baseline, methodology, dan verification.

Board dan audit committee perlu memahami risiko laut. Ekologi bukan hanya urusan CSR, tetapi bagian
enterprise risk dan strategy.

J. Ekonomi Biru dan Kebijakan Fiskal

Pajak, royalty, subsidy, transfer, dan anggaran membentuk insentif eksploitasi atau regenerasi. Fiskal yang
memberi subsidi effort berlebih dan membiayai restorasi kecil menghasilkan kontradiksi.

Environmental tax atau fee dapat menginternalisasi polusi dan penggunaan ruang, tetapi desain harus
mempertimbangkan nelayan kecil serta competitiveness. Revenue dapat earmark sebagian untuk
pengelolaan.

Transfer fiskal ekologis dapat memberi insentif daerah menjaga mangrove, kawasan, dan kualitas. Indikator
perlu dapat diverifikasi dan tidak mendorong manipulasi luas administratif.

Tax expenditure untuk industri laut perlu dievaluasi additionality dan dampak. Insentif hijau-biru harus
memiliki sunset serta performance condition.

Anggaran publik perlu membiayai data, pengawasan, riset, dan restorasi sebagai infrastruktur.
Mengandalkan private finance saja tidak memadai.

K. Ekonomi Biru dan Hukum Lingkungan

Hukum memberi batas, hak, izin, standar, liability, serta mekanisme sengketa. Fragmentasi peraturan dan
kewenangan dapat menciptakan celah serta ketidakpastian. Harmonisasi perlu menjaga standard tertinggi,
bukan menurunkan.

Prinsip polluter pays, precaution, intergenerational equity, dan public participation perlu diterjemahkan ke
prosedur. Prinsip tanpa enforcement menjadi simbol.

Strict liability dapat relevan pada aktivitas berisiko tinggi, tetapi due process dan causal analysis tetap
diperlukan. Financial assurance memastikan biaya pemulihan tersedia.

Access to justice bagi masyarakat pesisir memerlukan informasi, standing, legal aid, dan pengadilan yang
mampu memahami bukti ilmiah.

Penegakan administratif, perdata, dan pidana harus saling melengkapi. Restorative remedy sering lebih
berguna daripada denda kecil.

L. Ekonomi Biru dan Etika Antar-Generasi

Generasi sekarang menerima laut sebagai warisan ekologis dan memegang amanah bagi generasi
mendatang. Pengambilan yang mengurangi pilihan masa depan tanpa kompensasi setara merupakan
ketidakadilan antar-generasi.
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Discount rate yang tinggi membuat manfaat masa depan terlihat kecil dan mendorong eksploitasi. Appraisal
perlu sensitivity serta safe minimum standard untuk aset kritis.

Spesies punah, habitat unik, dan perubahan irreversible tidak dapat diganti uang. Keputusan perlu batas
moral dan ekologis, bukan hanya cost-benefit.

Generasi muda harus dilibatkan dalam strategi, pendidikan, dan monitoring. Mereka bukan hanya penerima
risiko, tetapi sumber inovasi.

Indikator utang ekologis dapat melengkapi utang finansial. Pembangunan yang dibiayai penyusutan modal
alam perlu diungkap.

M. Ekonomi Biru dan Kebudayaan Maritim
Laut membentuk bahasa, ritual, makanan, navigasi, identitas, dan hubungan sosial. Pembangunan yang

memindahkan masyarakat atau menutup akses dapat merusak modal budaya yang tidak tercatat dalam PDB.

Pengetahuan budaya dapat mendukung seasonal closure, taboo area, species protection, dan risk
management. Integrasi harus dilakukan dengan penghormatan, bukan mengambil simbol tanpa hak.

Pariwisata budaya memberi pendapatan tetapi berisiko komodifikasi. Komunitas perlu menentukan apa
yang dibagikan dan bagaimana manfaat dibagi.

Museum, sekolah, festival, dan dokumentasi dapat memperkuat literasi maritim. Namun budaya hidup lebih
penting dari event.

Ekonomi regeneratif melindungi ruang budaya dan hubungan manusia-laut, bukan hanya objek alam.

N. Ekonomi Biru dan Kualitas Demokrasi
Keputusan ruang laut melibatkan konflik kepentingan besar dan sering jauh dari pengawasan publik.

Transparansi izin, peta, kontrak, serta konsultasi menentukan kualitas demokrasi pesisir.

Masyarakat perlu memiliki informasi dan kemampuan teknis untuk berpartisipasi. Hearing tanpa dukungan
dapat dikuasai perusahaan serta elite. Independent facilitation membantu.

Media lokal dan kampus menjadi pengimbang, tetapi perlu akses data serta independensi. Investigasi polusi,
illegal fishing, dan conflict sering berisiko.

Whistleblower dan environmental defender memerlukan perlindungan. Ketakutan mengurangi informasi
dan memungkinkan pelanggaran.

Ekonomi biru yang demokratis tidak menjamin semua pihak setuju, tetapi memastikan proses adil, alasan
terbuka, dan remedy tersedia.

0. Ekonomi Biru dan Manajemen Strategis Nasional

Strategi nasional perlu memilih outcome prioritas, bukan daftar seluruh sektor laut. Kesehatan ekosistem,
pangan, nilai tambah, pekerjaan, dan resilience dapat menjadi arah. Program disusun sebagai portfolio yang
saling mendukung.

Kementerian dan daerah perlu shared targets dan data. Jika setiap instansi mengejar output sektoral, konflik
serta duplikasi muncul. Delivery mechanism lintas sektor diperlukan.
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Prioritas harus disertai trade-off. Pertumbuhan pelabuhan, tambang, wisata, dan konservasi tidak selalu
kompatibel di ruang sama. Tata ruang serta appraisal harus benar-benar menentukan.

Peta jalan membutuhkan pembiayaan, capability, regulation, dan timeline. Label ekonomi biru tanpa
perubahan anggaran serta KPI tidak akan transformasional.

Annual Blue Economy Review dapat melaporkan ekologi, sosial, ekonomi, risiko, dan progress. Parlemen,
publik, serta komunitas perlu terlibat dalam evaluasi.

Penegasan Penutup

Ekonomi biru hanya akan memiliki makna apabila ia mengubah cara Indonesia menghitung keberhasilan.
Produksi, ekspor, dan investasi penting, tetapi harus dibaca bersama kondisi stok, habitat, polusi, pekerjaan,
hak, dan ketahanan.

Perbedaan paling penting adalah antara mengambil pendapatan dari laut dan membangun pendapatan
bersama laut. Model pertama memaksimalkan aliran sekarang; model kedua menjaga serta meningkatkan
stok yang menghasilkan aliran.

Regenerasi tidak berarti semua area harus ditutup atau semua industri dihentikan. la berarti tingkat, lokasi,
teknologi, dan distribusi kegiatan disesuaikan agar proses ekologi dapat berfungsi dan pulih.

Keberhasilan memerlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan kementerian, daerah, bisnis,
komunitas, ilmuwan, dan pembiayaan. Fragmentasi kelembagaan merupakan hambatan setara dengan
kekurangan teknologi.

Indonesia memiliki kekuatan sebagai negara kepulauan, tetapi kekuatan itu dapat berubah menjadi
kerentanan bila ekosistem menurun dan ketimpangan pesisir bertahan. Ekonomi biru harus menjadi agenda
kesejahteraan dan keadilan wilayah.

Pembangunan maritim yang regeneratif akan menghasilkan bukan hanya ikan dan devisa, tetapi pantai yang
terlindungi, budaya yang hidup, masyarakat yang aman, serta pilihan ekonomi yang beragam.

Setiap investasi besar seharusnya menjawab satu pertanyaan: apakah laut dan masyarakat akan lebih sehat
setelah proyek selesai dan beroperasi? Jika jawabannya tidak jelas, label biru tidak cukup.

Perubahan membutuhkan indikator dan akuntabilitas. Apa yang tidak diukur sering diabaikan, tetapi apa
yang diukur buruk dapat mendorong perilaku salah. Indikator harus menggambarkan sistem secara utuh.

IBM-ASMI dapat mengambil peran dalam membangun bahasa bersama antara bisnis dan ekologi, sehingga
manajemen tidak lagi melihat alam sebagai faktor eksternal.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi biru Indonesia bergantung pada keberanian berpindah dari paradigma
eksploitasi menuju paradigma regenerasi—dari laut sebagai objek menjadi laut sebagai mitra kehidupan
dan pembangunan.
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Tambahan Penutup: Lima Agenda Kritis Menuju 2045

1. Membangun Akun Laut Nasional

Indonesia memerlukan sistem akun laut nasional yang menggabungkan peta ekosistem, kondisi stok,
aktivitas ekonomi, pekerjaan, emisi, polusi, serta distribusi manfaat. Akun tersebut harus konsisten dengan
kerangka statistik nasional dan dapat digunakan pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa baseline yang
terpadu, pembangunan akan terus menilai keberhasilan dari output sektoral yang terpisah.

Penyusunan akun perlu dimulai dari ekosistem serta sektor yang datanya paling siap, kemudian berkembang
bertahap. Mangrove, padang lamun, terumbu karang, perikanan, pelabuhan, dan pariwisata dapat menjadi
prioritas. Kualitas data harus dilaporkan bersama uncertainty agar angka tidak dianggap pasti secara
berlebihan.

Akun fisik harus menjadi fondasi sebelum valuasi moneter. Luas, kondisi, biomassa, kualitas air, serta
perubahan perlu diketahui. Valuasi uang membantu appraisal dan komunikasi, tetapi nilai budaya, hak,
serta keunikan ekologi tidak selalu dapat diubah menjadi harga.

Akun laut harus terhubung dengan RPJMN, RKP, APBN, APBD, tata ruang, dan evaluasi proyek. Ketika
kerusakan ekosistem terjadi, penyusutan modal alam perlu terlihat dalam laporan pembangunan dan
memengaruhi keputusan berikutnya.

Kampus, komunitas, dan pelaku usaha dapat berkontribusi data, tetapi governance harus memastikan
standard, akses, privasi, dan independence. Akun publik yang kredibel akan memperkuat investasi serta
demokrasi.

2. Mengubah Insentif Ekonomi

Transformasi tidak akan terjadi bila insentif masih menghargai volume tangkapan, perluasan izin, penjualan
lahan, dan eksploitasi murah. Pemerintah perlu menyelaraskan pajak, subsidi, transfer, pengadaan,
pembiayaan, serta KPI agar nilai tambah dan regenerasi lebih menguntungkan daripada degradasi.

Subsidi yang meningkatkan effort pada stok tertekan harus dialihkan ke keselamatan, efisiensi, data, cold
chain, pengolahan, dan perlindungan sosial. Reformasi dilakukan bertahap agar tidak menghukum rumah
tangga yang tidak memiliki alternatif.

Transfer fiskal ekologis dapat memberi daerah insentif menjaga mangrove, kawasan, kualitas air, dan
pesisir. Formula harus menggunakan outcome terverifikasi dan memperhitungkan kebutuhan serta
kapasitas, bukan hanya luas administratif.

Pengadaan pemerintah dapat menciptakan pasar produk laut yang legal, traceable, rendah kehilangan, dan
adil. Sekolah, rumah sakit, serta institusi publik dapat mendukung perikanan berkelanjutan domestik
dengan standard yang terjangkau.

Insentif harus memiliki sunset, evaluasi, dan transparansi penerima. Label biru tidak boleh menjadi jalur
baru bagi pengecualian pajak atau subsidi tanpa dampak.
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3. Memperkuat Hak dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir tidak dapat diperlakukan sebagai stakeholder tambahan karena mereka merupakan
pengguna, pemilik pengetahuan, penjaga, dan pihak paling terdampak. Kepastian hak akses, ruang,
organisasi, serta partisipasi perlu menjadi fondasi ekonomi biru.

Pengakuan hak harus disertai kapasitas mengelola. Co-management membutuhkan data, aturan,
monitoring, keuangan, serta mekanisme konflik. Pemerintah perlu menyediakan dukungan jangka panjang,
bukan hanya membentuk kelompok pada awal proyek.

Koperasi dan organisasi lokal perlu governance demokratis, profesionalisme, dan akses pasar. Program
yang hanya memberikan bantuan alat tanpa memperkuat organisasi akan menciptakan ketergantungan atau
elite capture.

Kelompok perempuan, pemuda, pekerja informal, masyarakat adat, serta pulau terpencil harus memiliki
ruang keputusan yang nyata. Keterwakilan formal perlu diikuti pengaruh terhadap zonasi, anggaran,
manfaat, serta evaluasi.

Masyarakat yang kuat merupakan infrastruktur pengawasan. Mereka dapat mendeteksi illegal fishing,
polusi, kerusakan, dan pelanggaran lebih cepat daripada aparat, tetapi memerlukan perlindungan serta kanal
respons.

4. Membangun Portofolio Investasi Regeneratif

Indonesia perlu mengembangkan pipeline proyek yang siap dibiayai dan memiliki outcome ekologis serta
sosial jelas. Banyak pembiayaan biru tidak terserap karena proyek kecil, hak belum jelas, data lemah, dan
pendapatan tidak pasti. Project preparation facility dapat mengatasi.

Portofolio sebaiknya mencakup restorasi, cold chain, wastewater, circular material, energi pulau,
traceability, konservasi, dan usaha masyarakat. Diversifikasi mengurangi risiko dan menghubungkan
investasi publik dengan swasta.

Setiap proyek perlu theory of change, baseline, safeguard, benefit sharing, monitoring, serta exit. Klaim
dampak tidak boleh hanya berdasarkan kegiatan. Pembayaran dapat mengikuti milestone yang
menggabungkan ekologi dan sosial.

Blended finance harus digunakan ketika ada public benefit dan risiko yang tidak dapat ditanggung swasta,
bukan untuk mensubsidi proyek yang sebenarnya komersial. Besarnya dukungan serta penerima harus
transparan.

Pembiayaan restorasi perlu horizon panjang. Ekosistem tidak pulih dalam satu tahun anggaran. Contract,
fund, dan institution harus mampu bertahan melampaui siklus politik.

5. Membentuk Kepemimpinan dan Budaya Maritim Regeneratif
Perubahan paradigma membutuhkan pemimpin yang memahami ekologi, ekonomi, masyarakat, dan
ketidakpastian. Pemimpin tidak harus menjadi ahli semua bidang, tetapi mampu mengintegrasikan
pengetahuan, mengelola trade-off, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
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Budaya birokrasi serta bisnis perlu bergeser dari mengejar penyerapan dan produksi menuju outcome serta
learning. Kegagalan pilot yang dilaporkan jujur harus dibedakan dari kelalaian dan penyimpangan.
Organisasi yang takut mengakui kesalahan tidak akan adaptif.

Pendidikan dari sekolah hingga perguruan tinggi perlu membangun ocean literacy serta systems thinking.
Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan warga yang memahami hubungan darat, laut, iklim,
pangan, dan ekonomi.

Media dan komunikasi perlu menghindari narasi bahwa setiap proyek di laut otomatis biru. Publik perlu
bertanya mengenai stok, habitat, hak, polusi, serta manfaat. Literasi mencegah bluewashing.

Kepemimpinan regeneratif melihat keberhasilan sebagai warisan kemampuan laut serta masyarakat untuk
terus hidup, berproduksi, dan beradaptasi. Ini adalah ukuran yang lebih tinggi daripada proyek, investasi,
atau pertumbuhan tahunan.

Pernyataan Akhir

Ekonomi biru Indonesia berada pada persimpangan. Jalur pertama memperluas kegiatan ekonomi di ruang
laut dengan bahasa baru, sedangkan jalur kedua mengubah struktur insentif, hak, data, dan investasi agar
kegiatan ekonomi memulihkan fondasi ekologis.

Jalur regeneratif lebih sulit karena membutuhkan koordinasi, kesabaran, dan kemampuan menolak
keuntungan cepat. Namun jalur tersebut lebih rasional karena mempertahankan kapasitas produksi,
perlindungan, pangan, dan budaya dalam jangka panjang.

Kekuatan ekonomi biru tidak terletak pada berapa banyak sektor yang diberi label, tetapi pada seberapa
konsisten keputusan ekonomi tunduk pada batas ekosistem dan keadilan sosial.

Indonesia memiliki pengetahuan ilmiah, tradisi masyarakat, biodiversitas, dan posisi geografis untuk
memimpin. Tantangan terbesar adalah menyatukan aset tersebut dalam tata kelola yang transparan serta
berorientasi hasil.

Setiap generasi memiliki hak memanfaatkan laut dan kewajiban menjaga kemampuan laut untuk
beregenerasi. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi pusat pembangunan maritim menuju Indonesia 2045.
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Lampiran Final: Institusionalisasi Ekonomi Biru Regeneratif

1. Kerangka Kelembagaan Nasional

Ekonomi biru membutuhkan arsitektur kelembagaan yang mampu menghubungkan perencanaan
pembangunan, kelautan, perikanan, lingkungan, transportasi, energi, industri, keuangan, pariwisata,
pertanahan, desa, dan pemerintah daerah. Koordinasi tidak cukup melalui rapat; tujuan bersama, data,
pembiayaan, dan accountability harus dirancang.

Satu lembaga koordinator dapat menjaga arah, tetapi pelaksanaan tetap pada kementerian dan daerah. Peran
perlu dibedakan antara menetapkan standard, mengelola sumber daya, menyediakan layanan, mengawasi,
dan mengevaluasi. Tumpang tindih kewenangan membuka conflict dan regulatory arbitrage.

Secretariat ekonomi biru dapat memelihara dashboard, portfolio prioritas, risk register, serta forum
penyelesaian. la tidak boleh menjadi birokrasi baru yang mengambil fungsi teknis. Nilainya adalah integrasi
dan eskalasi bottleneck.

Parlemen perlu memperoleh laporan tahunan yang menggabungkan ekonomi, ekologi, sosial, dan
pembiayaan. Pengawasan anggaran tidak hanya menilai penyerapan, tetapi perubahan stok, habitat, nilai
tambah, serta kesejahteraan.

Kelembagaan harus memiliki ruang partisipasi komunitas, ilmuwan, bisnis, pekerja, dan masyarakat sipil.
Keputusan tetap pemerintah yang accountable, tetapi basis pengetahuan serta legitimasi diperluas.

2. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran

Monitoring ekonomi biru perlu menggunakan indikator berjenjang. Indikator nasional memberi gambaran
tren, indikator ekoregion menangkap kondisi stok dan habitat, sedangkan indikator proyek menilai
intervensi. Agregasi tidak boleh menghilangkan hotspot degradasi atau kelompok yang tertinggal.

Evaluasi perlu membedakan output, outcome, dan impact. Penanaman, pelatihan, patroli, atau dana
tersalurkan adalah output. Pemulihan fungsi, kepatuhan, pendapatan, dan resilience merupakan outcome.
Dampak jangka panjang membutuhkan desain serta waktu.

Independent evaluation meningkatkan kredibilitas, tetapi evaluator perlu memahami konteks lokal dan
science. Community-based monitoring dapat memberi data serta ownership, dengan protokol quality
assurance.

Adaptive management berarti aturan dapat berubah ketika bukti menunjukkan kegagalan. Perubahan bukan
tanda kelemahan, melainkan kecerdasan. Namun prosedur harus jelas agar adaptasi tidak menjadi alasan
mengubah aturan demi kepentingan.

Annual learning forum dapat mempertemukan daerah dan sektor untuk membahas kegagalan, inovasi, serta
transfer praktik. Pengetahuan perlu disimpan dalam repository yang mudah digunakan, bukan hanya
laporan.

3. Kontrak Sosial Baru untuk Laut Indonesia

Laut Indonesia adalah ruang publik, sumber kehidupan, wilayah budaya, dan aset antar-generasi. Kontrak
sosial baru perlu menetapkan bahwa pemanfaatan ekonomi diperbolehkan ketika menjaga fungsi,
menghormati hak, membayar biaya, dan berbagi manfaat secara adil.
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Negara bertindak sebagai pemegang amanah, bukan pemilik yang bebas mengalihkan. Izin merupakan hak
terbatas dengan kewajiban, dapat dievaluasi, dan dapat dicabut bila syarat dilanggar. Kepastian investasi
harus berjalan bersama kepastian perlindungan.

Pelaku usaha mendapat peluang keuntungan dan inovasi, tetapi wajib melakukan due diligence,
transparansi, serta pemulihan. Masyarakat mendapat hak akses, informasi, organisasi, dan remedy,
sekaligus kewajiban mematuhi aturan serta menjaga sumber daya.

Warga di daratan juga bagian kontrak karena konsumsi, sampah, energi, dan sungai memengaruhi laut.
Ekonomi biru bukan agenda komunitas pesisir saja; ia membutuhkan perubahan produksi dan konsumsi
nasional.

Kontrak sosial tersebut menemukan bentuknya dalam hukum, anggaran, tata ruang, pengadaan, pendidikan,
dan perilaku. Ketika semua instrumen konsisten, regenerasi berhenti menjadi slogan dan menjadi cara
pembangunan.

Kalimat Penutup

Indonesia dapat menjadi bangsa maritim yang makmur bukan dengan menghabiskan laut, melainkan
dengan membangun sistem ekonomi yang membuat laut semakin sehat, produktif, dan adil dari satu
generasi ke generasi berikutnya.

Ekonomi biru regeneratif adalah janji bahwa pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemulihan ekosistem tidak
diperlakukan sebagai tiga agenda terpisah, melainkan sebagai satu strategi pembangunan nasional.
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